BUPATI BANYUMAS
PROVINS| JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR B0.. TAHUN 200U

TENTANO

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DI KABUPATEN BANYUMAS

,.m.mtﬂﬂs

wengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

» o, bahwa ketentuan mengenai Pajak Parkir telah ditetapkan dalam
Peraturan Daernh Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Dacrah;

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam hurul a, perlu mengatur tata cara permungutan Pajak
Parkir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
hurul a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati lentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas;

=

.Pasal 18 Ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Da-
erah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 seba-gaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indenesia Nomor 4844},

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomoer 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

MNemor 5049,
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& Undang:Undang Nomor 12 Tahun 2011 lenlang Pembentukan
Pernturan  Perundong-undangan  (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2011 Nomor 82, Tamboahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 lentang Tata Cara
Penylinan Dalam Rangka Pennglhan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negarn Republik Indonesla Tahun 2000 Nomor 247,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

8. Peraturan Pemerintuh Nomor 68 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Kewangan Dacrah (Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tumbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234)

9, Peraturan Pemerintuh Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penctapan Kepala Daerah
atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Nomor Republik Indonesia Nomor 5179);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009
tentang Pedoman Pengelolasn Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Knbupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri EJ;

11, Peraturan Daerah Nomor | Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daecrah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri Bl;

MEMUTUSEAN :
denctapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

FARKIRE DI KABUPATEN BANYUMAS.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
|. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah scbagal unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
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. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya

disingknt DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Banyumas,

5. Kas Dacrnh adalah Kas Daerah Kabupaten Banyumas.

-

11

13,

14,

10.

Pejabat adalah pegawal yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah
sesual dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pajak Daerah yang selanjutnya discbut Pajak adalah kontribusi wajib kepada
Dacerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ber-
dasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi masa, oTganisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga dan ben-
tuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Pajak Parkir adalah pajak atms penyelenggarakan tempat parkir di luar badan
jalan, balk yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan

kendaraan bermolor,

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat
sementara.

.Tempat Parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh

orang pribadi atau Badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha
maupun yang disediakan sebagai suatu ussha, termasuk tempat penitipan
kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan

Perundang-undangan perpajakan  Daerah, diwajibkan untuk melakukan
pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungul atau pemotong pajak
tertentu,

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas
pembayaran pajak parkir, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenubhi
kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan Perpajakan Daerah.

Nemor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah
nomor yang diberikan kepads Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib

3
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Paish Bah usaha Wajib Pwjak dalam melaksanakan hak dan kewaiban
reepmaban Daraly

o Pembmvaian adalah jumlah yang diterima alau scharuanya diterima sebagnl
P Alan WLas jaka sebagal pembayaran kepada penyelenggarn parkir,

o emmptan sdalah suatu renghalan kegiaton mulal darl penghlmpunan dala
choeb wulpeh pajak dan peneniuan besarmyn pajak yang lerutang, sampal
Accen kegiatan peoagihan pajak serta penigawasan penyelorannya,

© Wass ek adalah jangka wakiu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim
o panghon wakiu bain yang ditetapkan dengan keputusan Bupadl,

o Jewh tempw pembayaran adalah woggel  batas  akhie pembayaran dan
e toran pagak yang teratang oleh wajlb pajak.

o Tehun Pagak adalah jangka wakiu yang lamanya | (satu) tahun kalender, kecual
s wapih pajak menggunakan tahun buku yang tdak sama dengan tahun

hadrrwlder

a0 Pwak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam
masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan
Lrirntuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

;1 Pemunguian adalah suntu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
obyek dan subyek pajok, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai
kegatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya,

21 Sural Pembenitahuan Pojak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah
sural yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/
atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau
harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah.

21 Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang
oleh Wajib Pajak digunakan untuk melabukan pembayaran atau penyetoran
pajak yang terutang ke Kas Daerah atau Bank atau tempat pembayaran lain
yang ditunjuk oleh Bupati.

4, Surat Tagihan Pajak Daerah yang sclanjutnya disingkat STPD adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga
danfatau denda,

25.5uratL Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

25.Sural Keletapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDKB adalah sural ketetopan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok
pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokek pajak,

besarnya sanksi edministrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
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o1 St Keltetapan Pajak Dacrah Kurnng Baynr Tambahan, yang selanjutnya
disingkal SKPDKOT adalah surat ketetapan pojak yang menentukan tambahan
atas jumiah pajak yang telnh ditetapkan,

o8 Sural Ketetapan Pajak Dacrah Nibll yang selanjutnyn disingkat SKPDN adalah
sural ketetapan pajak yang mencntukan Jumlah pokok pajak sama besamya
dengan jumlah kredit pajak atau pajok tidnk terutang dan tdak ada kredit pajak.

s Sural ketetnpan Pajak Dacrah Lebih Dayor, yang selanjutnya disingkat SKPDLB
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak, karena jumlah kredit pajak leblh besar daripada pajok yang terutang atau
udak seharusnya terutang,

a0 Suml Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tlis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruen dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah,
yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD.

a1, Sural heputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
ShPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD.

32 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan
mengolah data danfatau keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan peme-
nuhan kewajiban perpajakan Daerah, dan untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

33.Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau
penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapal diajukan banding,
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku.

34, Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap
Sural Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB Il
NAMA, OBYEK PAJAK DAN SUBYEK PAJAK PARKIR
Pasal 2

Awas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan

berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,

termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dipungut pajak dengan
nama Pajak Parkir.
Pasal 3

(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan,
baik yang disediakan berkaitan dengan pokok ussha maupun yang disediakan se-
bagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

(2] Tidak termasuk objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
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w penveiengRaraan tempal parkic olel pemerintah, pemerinteh provinel dan
pemetiniah dareralhy

b penvelengmaraan tempat patkic oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk
karvawannye sendin;

o penselenggaiaan tempal parkie oleh kedutoan, konsulat, perwokilan negara
aving dan asas timbal balik,

Panal 4

S Eubyek Pajak Parkie adaloh orang pribadl atou badan yong melakukan parkir
kendaran bermator,

2 Wanb Pajak Parkic adalah omng pribadl atnu badan yang menyelenggarakan
vempat parkir.
BAB NI
DASAR PENOENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNOAN PAJAK PARKIR
Posal 5

(11 Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya
dibayar kepada penyelenggarn tempat parkir,

(21 Jumlah yang scharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima
yasa parkir,

Pazal 6
Tanf Pajak Parkir ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
Pasal 7
Scsaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan taril

schagaimana dimaksud pada Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

BAB IV
MASA PAJAK DAN PAJAK TERHUTANG
Pazal 8
Mezsa Pajak Parkir adalah 1 (satu) bulan,
Pasal 9
Pajak terhutang mulai pada saat berakhirnya masa pajak.
BAB V
JATUH TEMPO DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PARKIR
Pasal 10
(1) Jatuh tempo pembayaran Pajak Parkir sctiap tanggal 10 (sepuluh] bulan
berikutnya.
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(2 Jatuh tempo  pembayaran  Pajak  Parklr yang dilctapkan dalam SKPDKB,
SKPDKIOT dan STPD scsual dengan tanggnl Jatuh tempo yang tertera dalam
BEFDKD, SKPDKAT dan STPD.

(3) Apabila jntuh tempo pembayaran jatuh pade harl lbur maka batas waktu
pembayaran Jatuh pada harl kerja berlkutnya.

Pasal 11

(1) Wajib Pajak Parkir dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara mem-
bayar sendiri ke Bank yang ditunjuk oleh Bupati,

(3 Besamya Pajak Parkir terhutang adolah merupakah hasil perhitungan sendin
vang didasarkan pada omset atau pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha
parkir ditambah dengan nilal potongan harga parklr dan parkir cuma-cuma yang
diberikan kepado penerima josa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayal (2).

(3) Apabila suatu penyelenggarnan tempat parkir baik yang disediakan berkaitan
dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagal suatu usaha, termasuk
penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, diberlakukan parkir cuma-
cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir, besarnya pajak yang harus
dibayar perhitungannya diperkirakan sendiri.

4 Pembayaran Pajak Parkir terutang scbagaimana dimaksud pada ayat {1} harus
dilakukan sekaligus dan lunas dengan menggunakan SSPD.

(5) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9, dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua
persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 [dua puluh empat] bulan,
dan ditagih dengan STPD.

Pasal 12

(1) Terhadap usaha parkir yang dilakukan atas nama atau tanggungan beberapa
orang atau badan, atau oleh 1 (satu) orang atau beberapa badan maka orang

atau badan, masing-masing anggota atau masing-masing pengurus badan
dianggap sebagai Wajib Pajak, dan bertanggung jawab renteng atas pembayaran
pajaknya.

i2) F:ny:l:ngga.m tempat parkir selaku Wajib Pajak bertanggung jawab renteng
terhadap pembayaran pajak atas penyelenggaraan di tempat Parkir tersebut.

Pasal 13

{1) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD wajib dilunasi sebelum
tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

(2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, yang tidak atau kurang
dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
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Panal 14

i) Datam rangkn pelaknanann pengawasan pembayaran Pajak Parkir, Bupati berwe-
nang menghubungkan sarmna pembayaran yang dimlliki oleh Wajib Pajak dengan
sistem pengawasan perpajakan dalom Jaringan slstem infermasl Pemerintah
Darrah secara on line.

) Pengawasan lerhodap pemboyaran pajak melalul sarana pembayaran Wajib
Pajak  sebagnimana  dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara
menghubungkan mesin komputer yang dimiliki Wajib Pajak yang dipergunakan
schagai sarann transaksl penerimaan, dengan mesin komputer milik DPPKAD
secarn on line.

3 Ketentuan lebih lanjut yang bersifal teknis mengenal tata cara penyampaian data
transaksi penerimaan usaha Wajlb Pajok secara on line melalui sistem jaringan
informasi dari Wajlb Pajak ke DPPKAD, dintur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15
Jormal SSPD Pajak Parkir tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian
adak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VI
TATA CARA PENYAMPAIAN SPTPD
Pasal 16

d1) Wajib Pajak Parkir wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SFTPD.

(2) Blangko SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersedia di DFPKAD dan
diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

[3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada
Kepala DPPKAD selambat-lambatnva 10 {sepuluh) hari setelah berakhirnya masa
pajak.

(4) Apabila batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari libur, maka batas
waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.

(5] Senap Wajib Pajak Parkir dalam mengisi SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib
Pajak atau Penanggung Pajak.

(5] Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam (1) disertai lampiran
dokumen berupa:

a. rckapitulasi penerimaan harian;
b. Bukti bayar atau potongan karcis parkir; dan
¢. bukti setoran pajak [SSFD).

(7) Rekapitulasi penerimaan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a
yaitu hasil penerimaan dari penyelenggaraan Parkir dalam 1 (satu) hari.
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Posal 17

(11 Kepaln DPPRAD atas permohonan Wajlb Pajak ateu Penanggung Pajak dapat
memberikan perpanjangan jangkn wakiy penyampaian SPTPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayal (4) menjad! paling lama 2 [dua) bulan.

(4) Permohonan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis
disertal alasan yang jelus,

(3] SPTPD dinnggap tdak disampaikan apabila ;

a. lidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);
b. tidak dilampiri dokumen sebagalmana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5); atau
c. Sural Pemberitahuan disampeikan setelah Kepala DPPKAD melakukan
pemeriksann atau menerbitkan surat ketetapan pajak.
Pasal 18

(N Wajib Pajak atau Penanggung Pajok dengan kemauan sendiri dapat membetulkan
SPTPD yang telah disampalkan, dengan menyampaikan surat pernyataan
tertulis kepada Kepala DPPKAD, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sesudah  berakhirnya masa pajak, sepanjeng belum dilakukan tindakan
Pemenksaan,

(2) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak membetulkan sendiri SPTPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan utang pajak menjadi
lebih besar, maka kepadanya dikenaken sanksi administratiil berupa bunga
scbesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak vang kurang dibayar,
dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal
pembayaran karena pembetulan SPTPD.

Pasal 19
Format SPTPD Pajak Parkir tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian
idak terpisahlan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VII
TATA CARA FENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
Pasal 20
(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun scsudah saat terutangnya pajak, Bupati atau
Kepala DPPKAD dapat menerbitkan:
a. SKPDKB dalam hal :
1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan, pajak yang terutang tidak atau kurang
dibayar;
2] jika SPTPD tidak disampaikan kepada DPPKAD dalam jangka waktu
tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada

waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
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3) kewnjiban mengisl 3PTPD tdak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung
secarn jnbatan,
p SKPDKBT, jika ditemukon data baru dan/atau data yang semula belum
terunghngp yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang,
¢ SKPON jlka jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(1 Juminh kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2], dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang
alau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 [dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat terutang pajak.

(3} Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 3), ditetapkan secara jabatan dengan dikenakan sanksi adminis-
trasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% [dua puluh lima persen) dari pokok
pajak yang terutang, ditambah sanksi administratil berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) scbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutAngnya pajak.

|4)Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan
sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak.

(5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan apabila Wajib
Pajak melaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan
tindakan pemeriksaan.

(6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4] tidak dapat diterbitkan sebelum
didahului dengan penerbitan SKPDKB scbagaimana dimaksud pada ayat (3).

(7) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4] dapat diterbitkan lebih dari 1 {sa-
) kali untuk masa pajak/tahun pajak yang sama sepanjang ditemukan lagi data
yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.

Pasal 21

(1) Pajak terutang ditetapkan secara jabatan sebegaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (1) hurufl a angka 3), adalah penctapan besarnya pajak terutang yang
dilakukan oleh Kepala DPPKAD berdasarkan data yang ada atau ketcrangan lain
yang dimiliki oleh DPPKAD.

[2) Penetapan pajak secara Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan apabila :

a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan  atas
transaksi/omzet usahanya;
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p wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak
lengkap donfatay (idak benar;

¢ wajib pajok tidok mau menunjukkan pembukuan atau menolak untuk
diperiksa  atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan
Pemeriksaan;

d. wajib pajak tidak menggunakan bukti pembayaran bernomor urut,

3) Penclapan pajak sccara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yang diperoleh
melalui salah satu atay lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan dengan
tahapan prioritas sebagai berikut
a. berdazarkan hasil kas cpname;

b. berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi usaha Wajib Pajak; atau
. ¢ berdasarkan data pembanding,
4) Penentuan omset berdasarkan hasil kas opname sebagaimana dimaksud
|  pada ayat (3] hurul a, dilakukan sesuai prosedur yvang lazim dan dilakukan
sekurang-kurangnya 4 [empat] kali kunjungan dengan waktu dan hari yang
| berbeda.
¢5) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dipakai sebagai nilai

omzet per harl yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas
menurut hasil kas opname tersebut.

{6) Penenituan omzet berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi usaha wajib
pajek Sthagaimana dimaksud pada ayat (3] hural b, dilakukan sekurang-
kurangnya sebanyak 5 (lima) kali sesuai jam operasi baik secara terus menerus
maupun berselang,

(7) Berdasarkan hasil pengamatan langsung scbagaimana dimaksud pada

| ayat (6), omzet/pencrimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata

! jumlsh kendarasn vang parkir perher dan rata-rata besamya pendapatan

| perhan.

{8) Pencntuan omset berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf ¢, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha Wajib
Pajak dengan kondisi usaha yang sejenis antara lain dari kapasitas, lokasi usaha,
dan lain-lain secara proporsional atau kondisi usaha antar tahun atau bulan
dengan tahun atau bulan sebelumnya.

(%) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diperoleh di
DPPKAD atau sumber lain yang dapat dipercaya.

Pasal 22

Format SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN Pajak Parkir tercantum dalam Lampiran [II,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB VINl
TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH
Baglan Pertama
Pembetulan
Pasal 23

(1} Mas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala DPPKAD

| dapal membetulkan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD yang dalam

. penerbitannya terdapat kesalahan tulis danfateu kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan Dacrah.

21 Kesalahan (ulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kesalahan
dalam penulisan nama, alamat, NPWPD, nomor sural ketetapan pajak, jenis
pajak, tanggal jatuh tempo dan masa pajak dan/atau tahun pajak.

(3] Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1} antara lain kesalahan
dalam penjumlahan dan/atou pengurangan danfatau perkalian dan/atau

' pembagian suatu bilangan.

(4] Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-

undangan perpajekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain keke-

liruan dalam penerapan tarif atau kekeliruan penerapan sanksi administratif.
Pasal 24

+ | (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus

| memenuhi persyaratan sebagai berilout :

a. 1 permohonan diajukan untuk 1 (satu) ketetapan pajak;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang

mendukung permohonannya;

c. permohonan disampaikan ke DPPKAD Kabupaten Banyumas;

d. surat permchonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat
permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan
Surat Kuasa.

(2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)
disampaikan secara tertulis kepada Kepala DPPKAD dengan dilampiri ¢
a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam

hal dikuasakan;

b. dokumen pendukung lainnya.

(3] Permohonan pembetulan diajukan paling lambat 10 (sepuluh] hari kerja sejak
tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu terscbut tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya,

==

|
|
|
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A penyompalon permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilnkukan:
a, secara langsung; aiay
b melalul pos atau jasa pengiriman tercatat.
_.ﬂTit'lﬂtﬂl penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
a. tanggal terima surat dari Wojib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung
i_ aleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan DPPKAD; atau
| b tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat
|

|

permohonan disampaikan melalul pos atau jasa pengiriman tercatat.
i Pasal 25
|t Permohonan pembetulan sebognimana dimaksud dalam 23 ayat (1) yang
|| memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat
(2). Kepala DPPKAD menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
(2 Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan
ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
3) Dalam hal permeohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana
- dimaksud pada ayat (2}, Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 3
{uga) hari kerja sejak tangga! diterimanys surat permohonan harus
mengembalikan permohonan kepada Wajib Pejak atau kuasanya disertai alasan
yang mendasari.
E[4|Dahm hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana
| dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan
| kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 ayat {1) dan ayat (2).
(5) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
DPFEKAD memberi keputusan atas permchonan pembetulan sebagaimana
i dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari
kerja sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

[6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan
atau mengurangkan jumlah pajak yang terutang atau memperbaiki kesalahan
dan kekeliruan atau menolak permohonan Wajib Pajak,

{7) Apabila jangka waktu 5 [lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah terlampaui, tetapi Kepala DFPKAD tidak memberi keputusan, permohonan
pembetulan dianggap dikabulkan dan Kepala DPPKAD menerbitkan keputusan
pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari
kerja sejak berakhirnya jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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Pasal 26
) Patam hal tidak ada permohenan dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (1) tetapi diketahui terdapat kesalahan dalam surat ketetapan
pajak, Kepala DPPKAD membetulkan kesalahan tersebut secara jabatan,
i Apabila keputusan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayal (3) masih
terdapal kesalahan lagi, Kepala DPPKAD dapat melakukan pembetulan baik atas
. permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan.
, Pasal 27
pormal surat permohoanan pembetulan, sural pengembalian permohonan pembetu-
n, Format Keputusan tentang Pembetulan SKPDKE/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/
§IPD dan Keputusan tentang Pembetulan SKPDKE/SKPDKET/SKPDN/SKPDLB/
4TPD Secara Jabatan tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak
wrpisahikan dari Peraturan Bupati ini,
' Bagjan Kedua
Pembatalan
Pazal 28
s dasar pemohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala DPPKAD dapat
membatalkan SHPDKB/SKFDKBT/SKPDN/SKPDLE/STPD Pajak Parkir yang tidak
benal aten seharusnya tdak diterbitkan.
Pagal 29
{l| Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut

a. Udak sedang diajukan keberatan;

b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;

c. bdak diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi;

d. 1 [satu) permohonan untuk 1 {satu) surat ketetapan pajak:

e. permohonan harus diajulcan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

[ surat permochonan ditandatangani cleh Wajib Pajak dan dalam hal surat
permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, dilampiri dengan Surat
Kuasa.

{2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disampaian
secara tertulis kepada Kepala DPPEAD dengan dilampiri:

& forokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam
hal dikuasakan;

b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa surat ketetapan Pajak
Parkir tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan sehingga dapat
dibatalkan;

. dokumen pendukung lainnya.
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y permohonan pembatalan diajukan paling lama 20 {dua puluh) hari kerja scjak
wigial diterimanya sural ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat
menunjukkan  bahwa Jnngka wakiu tersebut tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekunsaannya,

41 Penyampaian permohonan pembatalan scbagnimana dimaksud pada ayat (2]
dapal dilakulean:

a. secara langsung; atau
b, melalui pos atau jasa pengiriman tercatat,

' 9 Tonggal pencrimaan sural yang dijadikan dasar untuk memproses sural

| permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung

oich Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan DPPKAD; atau
b. tinggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat

permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

: Pasal 30

1} Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang memenuhi
persyaratan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat [2), Kepala
DFPKAD menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak,

.:r Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang tidak
memenuhi persyaratan sebageimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat
(2}, dianggap bukan sebagai surat permohonan schingga tidak dipertimbangkan.

(31 Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 5 (lima)
hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan
permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertal alasan yang mendasari.

' 4) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana

| dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan

kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

29 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 31

Imuajm rangka meneliti permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam

| Pasal 30 ayat (1), Kepala DPKAD dapat meminta dokumen, data, danfatau
informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen,
data, dan/atau informasi.

(2} Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lama 3 (lima] hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.

(3} Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan pembatalan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1), Kepala DPPKAD dapat meminta keterangan tambahan kepada
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wapb Pajuk dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan
wayib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangks waktu
paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
A Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi scbagian atau seluruh permintaan
sehagnimann dimnksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3], permohonan pembatalan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tetap diproses sesuni dengan dokumen,
| da, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima,
! Pasal 32
(i Setelah dilakukan penelition sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1),
Kepala DPPEAD memberi keputusan atas permohonan pembatalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak
tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
i Reputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau
. menolak permohonan Wajib Pajalk.
_;Mfﬂ'ﬂill Jangka waktu 1 {satu) bulan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
|'. rerlampaui, tetnpi Kepala DPPKAD tidek memberi keputusan, permohonan
pembatalan dianggap diterima dan Kepala DPPKAD menerbitkan surat keputusan
| pembatalan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 15 (lima belas)
. har kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1.
Pasal 33
I lFu:mt surat permohonan pembatalan, surat pengembalian permohonan pembatalan,
Esﬂrﬂt permintaan dokumen, data dan/atau informasi dalam rangka pembatalan
\Pajak Parkir, surat permintaan keterangan tambahsn dalam rangka pemba-talan
hﬂ":"-ﬂ]?ﬂ-ﬁ Pajak Parkir dan format Keputusan tentang Pembatalan SKPDKB/
| SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB Pajak Parkir dan Keputusan tentang Pembatalan
| SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLE Pajak Parkir Secara Jabatan, tercantum dalam
| Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,
' BAB [X
| TATA CARA PENAGIHAN
| Pasal 34

(1) Apabila sampai tanggal jatuh tempo pembayaran, masih ada Pajak Parkir yang
terutang, Bidang yang mempunyai fungsi penagihan melakukan penagihan.

[2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pajak
yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.

{3) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih
dahulu memberikan Surat Teguran,

(4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat :
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=

o nama Wajib Pajak;

b besar utang pajak;

¢ penntah untuk membayar;

d. #anl pelunasan utang pajak.

(5 Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 7
vujub) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dalam jangka waktu 7
(mjub) hari setelah diterimanya Surat Teguran, Wajib Pajak harus melunasinya.

Pasal 35

il Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu
pembayaran apabila :

a. Wejib Pajak atau penanpgung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk
selama-lamanya;

b. Wajib Pajak atau penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki
atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegintan
perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;

c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan
membubarkan Badan usahanya atau memindahkan perusahaan yang dimiliki
atau dikuasainya atau melakukan perubahan dalam bentuk lain;

d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh negara;

e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak
ke tiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

| (?) Surat Perintah Penagihan Seketika Sekaligus, memuat:

i a. Nama Wajib Pajak;

i b. Besar utang Pajal;

I ¢. Perintah untuk membayar,;

d. Saat pelunasan utang Pajak.

- {3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sckaligus diterbitkan sebelum penerbitan

Surat Paksa.
(4) Pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
| Pasal 36
" (1) Surat paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA® mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum

yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hakurn tetap,

- (2) Surat Paksa selurang-kurangnya harus memuat:

d. Nama Wajib Pajak;
b. Dasar Penagihan;
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Peanmva wlang Pajak;
4 Penntah untuk membayar,

Pannl 37
kr"""‘”" yang terutang berdasarkon SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, don Putusan Banding yang tidak atau
- kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
o Peoaghan Pajnk dengon Surat Paksa dilnksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,
Pasal 38

) Surat Paksa diterbitkan apabila:

a. Penanggung Pajak tidak melunnsi utong Pajak dan kepadanya telah diter-
E bitkan Sural Teguran ntou sural lalnya yang sejenis;

b Tethadap Penanggung Pajok telah diloksanakan penagihan seketika dan
i sckaligus; atau

¢ Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam
! keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak.

(2 Suml teguran atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak
ndak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.
Pasnl 39
.1} Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayarkan tidak dilunasi dalam jangka

wakiu scbhagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau surat lain yang
scjenis, diterbitkan dan ditagih dengan Surat Paksa.
3 Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pejabat
dan Juru Sita Pajak setelah lewat 21 [dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima
| Surat Teguran atau surat lain yang sejenis.
E Pagal 40
spabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2
, 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal diterima Surat Paksa, Pejabat
\gtzu Juru Sita Pajak segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
f Pasal 4]
Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum jugs melunasi hutang Pajak-
nya, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterima Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan, Pejabat dan/fatau Juru Sita Pajak mengajukan perminlaan
kepada Kantor Lelang Negara untuk melaksanakan lelang atas barang yang disita,
Paszal 42
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat
pelaksanann lelang, Juru Sita Pajak memberitahukan dengan segera secara tertulis
eepada Wajib Pajal.
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Pasal 43
jasi! pelaksanaan lelang lebih besar dari pada utang pajak dan biaya-biaya yang
h, kelebihannyn dikembalikan kepada Wajib Pajak.
Pasal 44
pormiat Sumt Teguran, Surat Perintah Penagihan Scketika dan Sekaligus dan Sural
pakn, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan Bupati ini,
BAB X
TATA CARA PENERBITAN STPD
Paznl 45
yepala DPPEAD dapat menerbitkan STPD dalam hal :
s Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
» dan hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat
salah tulis danfatau salah hitung,
'« Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
Pazal 46
penerbitan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 setelah dilakukan pene-
stian lerhadap data administrasi perpajakan atau setelah dilakukan pemeriksaan.
Pasal 47
(l)Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 hurul a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua
puluh empat] bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya
| Masa Pajak sampai dengan diterbitkannya STPD dan bagian dari bulan dihitung
| penuh 1 {sat) bulan.
| (2) Sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga yang ditagih berdasarkan
STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 hurul ¢ termasuk sanksi
administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) schagaimana
dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3] dan sebesar 100% (seratus persen)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (5] Peraturan Daerah Momor |
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Pasal 48
(1) Kepala DPPKAD dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak, scbelum Wajib
Pajak diberikan atau diterbitkan NPWPD dan/atau dikukuhkan sebagai Wajib
Pajak, apabila diperoleh data danfatau informasi yang menunjukkan adanya
kewsjiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.
() Kepala DPPKAD dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak, setelah
penghapusan NPWPD atau pencabutan Pengukuhan Wajib Pajak, apabila setelah

penghapusan NPWPD atau pencabutan Pengukuhan Wajib Pajak diperoleh data
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dan/atau informasi yang menunjukkan adanyn kewnjiban perpajakan yang belum
Jdiperaln oleh Wajib Pajak.

JETD webagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) diterbitkan dalam
pngka wakiu S (lima) tahun setelah soal terutangnya pajok atau berakhirnya
Masa Pajak, kecunli terhadap Wajib Pnjak dipidana karena melakukan tindak
pedana di  bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapal
mengakibatkan  kerugian pada pendapatan negara  berdasarken Putusan
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

#BTPD sebagnimana dimaksud pada ayal (2) diterbitkan dengan terlebih dahulu

| mengaktifkan kembali Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dihapus.

} Pasal 49

‘gormat STPD, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak

srpisahkan dar Peraturan Bupati ini,

| BAB XI

I TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

PAJAK PARKIR

Bagian Pertama
Pemberian Pengurangan Pajak Parkir
| Fasal 50

:l,i]!ums dasar pemohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala DPFPKAD dapat

memberikan pengurangan terhadap SKPDKB/SKPDEBT Pajak Parkir yang tidak
benar atau berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan dibidang Pajak Daerah.

| 2) Kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

kondisi Wajib Pajak yang sedang mengalami kesulitan likuiditas sehingga

mempengaruhi kelangsungan usahanya.
Pazal 51

.| 1} Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pagal 50 ayat (1) harus

memenuhi persyaratan sebagai beribut ;

a. tidak sedang diajukan keberatan:

. b. disjukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;

c. tidak digjukan permchonan pengurangan atau penghapusan  sanksi
administrasi;

d. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB/SKPDKBT;

e. permohonan harus digjukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

[ surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat
permohonan  ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan
lersebut harus dilampir dengan surat kuasa;
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2 permohonan pengurangan sebagaimona dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1)
dwampaikan secarn teriulis kepada Bupali atou Kepala DPPKAD, dengan
dilampiri :

a. forokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam
hal dikunsakon;
b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa Pajak Parkir tidak

_ benar atau dokumen keuangan yang menunjukkan kondisi sedang mengalami

| kesulitan keuangan, schingga dapat dikurangkan;

| ¢. dokumen pendukung lainnya.

|3) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diajukan
paling lama 2 {bulan) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak, kecuali

-: apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak

- dapal dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Fenyampaian permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

| dapat dilakukan:

| & secara langsung; atau

| b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat,

&) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses suratl
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah
o. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung

oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan DPPKAD; atau
b. tanggal stempel pos atan jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat

i permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

| Pasal 52

s"' Permohonan pengurangan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) yang

| memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat

| (2), Kepala DPFKAD menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajalk.

:fl}llnrmnhanan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) yang

| tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan

ayat (2), dianggap bukan secbagai surat permohonan sehingga tidak
dipertimbangkan.

(3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana
dimaksud pada ayat [2), Kepala DPPEAD dalam jangka waktu paling lama 5 {lima)
hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan

' permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.

{4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2}, Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan
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wembali sepanjang memenuhl persynratan sebagalmana dimaksud dalam Pasal
s avat (1) dom myat (29,
Pasal 53

;1) Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 nyat (1), Kepala DPKAD dapat meminta dokumen, data, dan/atau
wformast yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen,

data, dan/atau informasi,

|3\ Wapib Pajuk harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim,

3 Dalam rangkn meneliti leblh lanjut atas permohonan Wajib Pajak, Kepala

| DPPKAD dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan

menyampaikan sural permintean keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus
memberikan  keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama
| sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.

' (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan seba-
gaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan pengurangan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), tetap diproses sesual dengan
dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

. Pasal 54
(1) Setelah dilakukan pemenclitian sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1), Bupati
| awu Kepala DPPKAD member keputusan atas permohonan pengurangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama
3 (tuga) bulan sejak tanggal sural permohonan pengurangan diterima

(2} Keputusan sebagaimana dimakeud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau
menolak permohonan Wajib Pajak.

(3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tclah terlampaui tetapl Bupati atau Kepala DPPKAD tidak memberikan keputusan
permohonan  pengurangan dianggap diterima dan  diterbitkan keputusan
sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu]
bulan.

Pasal 55
| (1) Bupati memberikan keputusan atas permchonan pengurangan Pajak Parkir yang
pokok pajaknya lebih banyak dari RpS50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
(2} Kepala DPPKAD memberikan keputusan atas permohonan pengurangan Pajak
| Parkir yang pokok pajaknya paling banyak sampai Rp50.000.000,00 (Lima puluh
| juta rupiah).

Pasal 56
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———

=

Lomal sural - peroshonan  penguiangan, sural  pengembalian  permohonan

copurangan, sural permintann dokumen, data, dan atau informasl dalam ranghks
coearangan, saral permintaan keterangan inmbahan dalam rangka pengurangan
e Vormal Keputusan Tentang Pengurangan Pajak  Parkir, tercantum dalam

=

2

spvran VI vang merapakan bagian tidak terpisahkan dori Peraturan Bupali inl.

Baginn Kedun
Pemberinn Keringanan Pajak Parkir

Pasal 57
A dasar pemohonan Wajib Pajak, Kepala DPPKAD dapat memberikan keri-
maanan pembayaran Pajak Parkic terutang sesual dengan ketentuan perpajokan
dacrah
Pembenan kennganan pembayaran Pajak Parkir scbagnimana dimaksud pada
aval (1) diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran atau penundaan
pembayaran atas Pajok Parkir terutang dalam SKPDKB atau SKPDKBT, Surat
heputusan Banding, Keputusan Peninjauan Kembali.
Pembenan keringanan Pajak Parkir terutang scbagaiamana dimaksud pada ayat
it hdasarkan pada pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak yang
diperkirakan tidak akan mampu memenuhi kewajiban pembayaran pajak tepat
pada waktunya,

Pasal 58

. Permohonan keringanan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi persyaratan:
a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala
DPPRAD, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
b surat permohonan keringanan pembayaran Pajak Parkir sebagaimana
dimaksud pada huruf a, sekurang-kurangnya memuat :
1) nama dan alamat wajib pajak;
2] jumlah Utang Pajak Parkir yang dimohonkan pengangsuran, masa
angsuran dan besamya angsuran; atau
J) jumlah Utang Pajak Parkir yang dimohonkan penundaan pembayaran dan
jangka wakitu penundaan;
c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan
Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa:
d. | satu) surat permohonan untuk 1 [satu) SKPDKB/SKPDEBT Pajak Parkir;
e. tidak memiliki tunggakan Pajak Parkir tahun-tahun sebelumnya;
{. dilampiri fotokopi SKPDKB atau SKPDKBT Pajak Parkir yang dimchonkan
keringanan.

% Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) disam-
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pailan secary tertulis kepada Bupati atau Kepala DPPKAD, dengan dilampiri
a Wotokopl identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam
bl dikunsakan;
b dokumen pendukung yang dapat menunjukkan dokumen keuangan yang
menunjukkan kondisi sedang mengalami kesulitan keuangan, sehingga dapat
| dingsur atau ditunda pembayaran pajaknya;
¢. dokumen pendukung lainnya,

& Periohonan keringanan scbagaimena dimaksud pada ayat (1) diajuken paling
iama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila
Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukken bahwa batas waktu pengajuan

| tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

|4y Penyampaian permohonan keringanan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada

| ayal (1) dapat dilakukan:

a. secara langsung; atau

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

5 Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat

|| permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah :

| & tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung

oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan DPPKAD; atau
b. Wnggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat
permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
Pasa 59

1) Permohonan keringanan schagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1} yang
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), Kepala
DPPRAD menindaklanjuti dengan meneliti permehonan Wajib Pajak.

17} Permohonan pembatalan sebegaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) yang
tdak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1),
dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.

@)Dalam hal permohenan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan
sebagaimana dimaksud pada ayal (2], Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling
lama 5 (lima) hari kerja sejak tangeal diterimanys surat permchonan harus
mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan
yang mendasari.

!|4)Dalam hal permchonan pembatalan tdak dapat dipertimbangkan

|| sebogaimana dimaksud pade ayat {2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan

H permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 58 ayat (1).

==

T S EeEi

Pasgal 60
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patam rangka menelity permohonan acbagaimona dimaksud dolam Pasal 57 ayat
A1 kepala DPKAD dapat meminta dokumen, data, dan/atay informasi yang
Jorhakan melaluj penyampaian surnl permintaan dekumen, data, dan/atau
TN

o Waph Pajak harus memenuhi permintaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
paing lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.

2 Dalam rangka  meneliti lebih lanjut atas permohonan Wajib Pajak, Kepala
SIPRAD dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan
menyampaikan surat permintaan kelernngan tambahan dan Wajib Pajak harus
memberikan  kelerangan yang diminta dolam jengka waktu paling lama

| sehagaimana disebut dalam surat permintaan kelerangan tambahan.

« Dalam hal Wajib Pajak tidok memenuhi scbagian atau seluruh permintaan

. schagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan keringanan
Pajak Parkir terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), tetap
diproses sesuni dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada
atau yang diterima,

=

Pasal 61
:i Sctelah dilakukan pemenelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1),

Kepala DPPKAD memberikan  keputusan atas  permohonan  keringanan

schagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dalam jangka waktu paling lama

10 {sepuluh) hari kerja sejak tangegal surat permohonan diterima.

= Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau
menolak permohonan Wajib Pajak.
3 Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud ayat

(1) twlah terlampaui dan Kepala DPPKAD tidak memberikan keputusan,

| permohonan dianggap diterima dan diterbithan surat keputusan sesuai dengan

| permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 [lima) hari kerja.

| Pazal 62

/1) Dalam hal permohonan keringan diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran
schagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2], diatur dengan ketentuan sebagai
berikut :

a. jangka waktu pengangsuran paling lama 5 (lima) kali sejak diterbitkannya
sural keputusan persetujuan dengan pengangsuran paling sedikit 1 [satu) kali
dalam 1 (satu) bulan; dan

b. masa pengangsuran dimulai setelah tanggal jatuh tempo atas SKFDEB/
SHPDKBT yang pembayarannya dimintakan pengangsuran.

@ Dalam hal permohonan keringan diberikan dalam bentuk penundaan
pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) diatur dengan
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gerentuan pngkn wakiu penundasn pembayaran paling lama 3 {tiga) bulan pujik
Jerrhetkaniya sural keputusan,
Pasal 6]
saban hal Wajib Pajok mengajukan keberatan, pengurnngan, pembetulan, banding
yow peniyavan kemball atas ketetapan atow keputusan terknit Utang Pojak Parkir

1-,1114: telah  diterbitkan keputusan pengangsuran pembayaran atau  penundann

|

sonbavaran, keputusan pengangsuran pembnyaran atau penundasn pembayaran

- ermebt tetap berlaku dan Wijib Pajok wajib melunasi sesuai dengan jangkn wakiu

v teluh ditetapkan,

Pasnl G4
Dalam hal permohonan Wajlb Pajuk untuk mengangsur atay  menunda
pembayaran  belum diterbitkan suntu  keputusan, dan kepada Wajib Pajak
dimaksud  diterbitkan  surat  keputusan yang mengakibatkan  kelebihan
pembayaran  danfatny  pemberinn  imbalan  bunga, kelebihan pembayaran
dan/alay  pemberian  imbalon  bunga  tersebut  terlebih  dahulu  harus
diperhitungkan dengan Utang Pajak Parkir dimaksud sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

2 Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbelan
bunga tdak mencukupi untuk melunasi utang Pajak Parkir yang diajukan
permohonan pengangsuran atay penundaan, jumlah utang Pajak Parkir yang
dipertimbangkan untuk diberlkan keputusan pengangsuran atau penundaan
adaish jumlah Utang Pajak Parkir setelah dikurangi dengan kelebihan
pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Pasal 65

11 Dalam hal permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak
Parlar sudah diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud di-
terbitkan surat keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau
pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan
bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan sisa Utang Pajak
Parkir yang belum diangsur atau ditunda pembayarannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,

[2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak Parkir danfatau pemberian
imbalan bunga sebagaimana dimeksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk
melunasi sisa utang Pajak Parkir yang telah diterbitkan keputusan
pengangsuran, besarnya angsuran dan/atay masa angsuran dari sisa utang
Pajak Parkir tersebut harus ditetapkan kembali dengan ketentuan

Dipindai dengan Cam5canner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

p. hesamyn dngsuran dan denda ndministratil sctiap masa angsuran tidak lebih
divn besarnyn angauran dan denda administratif yang telah ditetapkan dalam
sural keputusan sebelumnya; dan

| b omasa angsuran paling lama sama dengan sisa masa engsuran yang telah
| ditetapkan dalam surat kepulusan sebelumnya,

.|m Dalam hal besarnyn kelebihan pembayaran Pajak Parkir dan/atau pemberian

| imbalan bunge scbagnimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk
metunasi Utang Pajok Parkir yang ditunda, Wajib Pajak tetap berhak melunasi

Utang Pajak Parkir tersebut sesuni dengan jangka wakiu penundaan,

| Pagnl 66

. 1) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan utang Pajak Parkir
menjadi lebih besar atau lebih kecil atas utang Pajak Parkir yang telah diterbitkan
Kepulusan pengangsuran permbayaran, masa angsuran dan besarnya angsuran
dan saldo utang Pajok Parkir ditetapkan kembali dengan ketentuan :

a. besarnya angsuran dan denda administratif setiap angsuran disesuaikan;
b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah
disetujui.

,2) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan utang Pajak Parkir
menjadi lebih besar atau lebih kecil atas utang Pajak Parkir yang telah diterbitkan
keputusan penundaan pembayaran, Wajib Pajak tetap wajib melunasi utang
Pajak Parkir tersebut sesual dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 67

1) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/stau masa angsuran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dilakuksn dengan prosedur:

a. Kepala DPPKAD memberitahukan kepada Wajb Pajak atau kuasanya
mengenai perubahan saldo Utang Pajak Parkir serta permintaan usulan

perubahan pengangsuran.
b. Wajib Pajak atau kuasanya harus menyampaikan usulan perubahan
| pengangsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan
-' sebagaimana dimaksud pada huruf a.
| c. Kepala DPPKAD menerbitkan perubshan keputusan pengangsuran
pembayaran Pajak Parkir berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib
Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib
Pajak.
(2) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul b Kepala DPPEAD tidak menerima usulan perubahan pengangsuran dan
| Wajib Pajak, Kepala DPPKAD menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran
. pembayaran Pajak Parkir secara jabatan dengan ketentuan:

Ll
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a besamiya angsuran adalah salde Uting Pajak Parldr dibagl dengan sisa masa
angsuran; dan
b oasa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.
Pasnl 68

1t Dalam hal permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat
(1) diterima, utang Pajak Parkir yang belum dilunasi dikenai sanksi administrasi

- berupa denda administrauf sebesar 2% (dua persen) per bulan,

| ;i Denda administras! yang timbul akibat pengangsuran atau penundaan sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan saldo Utang Pajak Parkir.

# Denda ndministrasi  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan
menerbitkan STPD Pajak Parkir pada setiap tanggal jatuh tempo pengangsuran
atau tanggal jatuh tempo penundaan.

Pasal 69

. paiam hal Wajib Pajak mengajukan banding atau peninjauan kembali atas

lsttetapan atau keputusan terkait utang Pajak Parkir yang telah diterbitkan

! Iﬂiﬁlmﬁﬂn pengurangan, pengangsuran atayu penundaan pembayaran, keputusan
| mgurangan, pengangsuran atau penundaan tersebut tetap berlaku danm Wajib
Pegak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 70

| Bupati memberikan keputusan atas permohonan keringanan pembayaran pajak
¥ang terutang yang pokok pajaknya lebih banyak dari Rp50.000.000,00 (Lima
puluh juta rupiah). :

<iKepala DPPKAD memberikan keputusan atas permohonan keringanan
pembayaran pajak yang terutang yang pokok pejaknya paling banyak sampai

Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

. Pasal 71
format surat permohonan pengangsuran/penundaan pembayaran, surat pengem-

| mlian permohonan pengangsuran/penundaan pembayaran, surat permintaan doku-

! !m::n data dan/atau informasi dalam rangka pemberian pengangsuran/penundaan

| pembayaran, surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka pemberian

pengangsuran/pénundaan pembayaran, surat pémberitahuan mengeénail perubahan
salds utang Pajak Parkir dan format Keputusan tentang pengangsuran [ penundaarn
 pembayaran Pajak Parkir, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,
Bagian Ketiga
Pemberian Pembebasan Pajak Parkir
Pasal 72
[l Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pembebasan

= s -
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pajak Parkir terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan dacrah.

ﬂl‘tmbfhﬂlﬂh Pajak Parkir terutang scbagaimana dimaksud pada ayat (l)
diberikon  terhadap Pajak Parkir terutang dalan SKPDKB, SKPDKBT, Surat
Reputusan Banding atau Surat Keputusan Peninjauan Kembali.

i) Pemberian pembebasan Pajak Parkir terutang sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) dikarennkan Wajib Pajak bangkrut sehingga mengalami kesulitan keuangan
dengan sisa kekayaan tidak mencukupi untuk membayar Pajak Parkir yang
masih terutang,

: Pasal 73

{) Permohonan pembebasan Pajak Parkir terutang scbagaimana dimaksud pada
ayal (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berilcut !

a. Udak dinjukan keberatan;

b. disjukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;

¢, tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi;

d. diajuken permchonan pengurangan atsu penghapusan sanksi administrasi,
tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;

e. | {sal} permohonan untuk 1 (satu) SKFDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan
Banding atau Surat Keputusan Peninjauan Kembali,

f. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

g surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat
permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, sural permohonan
tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;

{) Permohonan pembebasan Pajak Parkir terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala DPPKAD, dengan
dilampiri :

a. [otokopi identitas Wajib Pajak atau lotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam
hal dikuasakan;

b. dekumen pendukung yang dapat menunjukken bahwa usahanyas telah
bangkrut, sehingga dapat dibebaskan;

. dokumen pendukung lainnya.

{3) Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalem Pasal 72 ayat (1) diajukan
paling lama 3 (bulan) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak,
kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasasnnya.

1 {4) Penyampaian permohonan pembebasan Pajak Parkir terhulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
4. stcara langsung; atay
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w mclalun pos alaw jmsn pengiriman tercatat.
o Tengal penerimaan surat yang  dijadikon  dosar unluk memproses surat
pecmahonan sebagaimana dima ksud pada aynt (6] adalah :
a ianggal terima surat dard Wajib Pajak, delam hal disampaikan secarn langsung
olch Wayh Pagak padn petugas Tempal Pelayanan DPPEAD; atau
b tenggal wtempel pos atau jasa pengiriman tercatnt, dalam hal surat
permohonan disampaikan melalul pos alay josa pengiriman tercatat,
Pagal 74
o Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) yang
memenuhi persyaratan sebagaimana dimnksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat
<1 Kepala DPPRAD menindaklanjutl dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
| & Peomshonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) yang
wdak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan
aval  (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan  sehingga tidak
dipertimbangkan,
Dalam hal permohonan pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana
Ji &maksud pada ayat (2), Bupati dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari
| wegascjak  langgal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan
permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari,
< Dalam hal permohonan pembsbasan tidak dapat  dipertimbangkan
| schagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan
"[ permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan schagaimana dimaksud
| dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2).
:' Pasal 75
;) Dalam rangka meneliti permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam
' Pasal 74 ayat (1), Kepala DPPKAD dapat meminta dokumen, data, dan/atau
| miormasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dolumen,
| d=sa, dan/atay informasi,

2 Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikdirim.

(3} Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permchonan pembebasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), Kepala DPPKAD dapat meminta keterangan
tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan
keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang
diminta dalam Jjangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat
permintaan keterangan tambahan,

(%) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atay seluruh permintaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4], permohonan

tad
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peenbebasan Pajak Parkir terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayal
(1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan
vang ada atnu yang diterima,
Pasal 76
l“ﬁrlﬂlh dilakukan pemenelitinn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1),
| Bupati memberikan keputusan atas permohonan pembebasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dalam jangka wakiu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejok tanggal diterimanya sural permohonan.
r:)ﬂtpulumn scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau
| menolak permohonan Wajib Pajak.
5 Apabila dalam jangka waktu 12 {dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat
(1) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan
pembebasan  dianggap diterima dan  Bupati menerbitkan  keputusan
pembebasan sesuai dengan permchonan Wajib Pajak dalam jangka waktu
/| paling lama 2 (dua) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 77

formal surat permochonan pembebasan Pajak Parkir, surat pengembalian

xcrmohonan pembebasan Pajak Parkir, surat permintaan dokumen, data dan atau

aformasi dalam rangka pemberian pembebasan Pajak Parkir, surat permintaan
sirrangan tambahan dalam rangka pemberian pembebasan Pajak Parkir dan

Format Keputusan Tentang pembebasan Pajak Parkir, tercantum dalam Lampiran X

| |m=ng merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

l BAB XII

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN

| SANKSI ADMINISTRAS] PAJAK PAREKIR

i Pasal T8

M Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat mengurangkan atau
menghapuskan sanksi administrasi Pajak Parkir berupa bunga, denda atau
kenaikan pajak yang terutang sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

{2) Pemberian pengurangan atau menghapuskan sanksi administrasi Pajak Parkir
stbagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sanksi tersebut dikenakan
karena kekhilafan Wajib Pajak, buksn karena kesalshannya atau mengalami
kesulitan keuangan:

B Kekhilafan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wajib Pajak
berbuat khilal tidak memenuhi kewajiban perpajakan karena tidak memahami
peraturan perpajakan dan kejadiannya tidak berulang-ulang.

T W —TT RS ED T T
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pkan karena kesalahannya sebagaimnnn dimaksud pada ayat (1), yaitu kete-
oot papak vang diterbitkan ternynia keliru yang disebabkan oleh ketidaktelitian
petugan pajak sehingga membebani Wajib Pajak yang Udak bersalah,

o Mevgalami lesulitan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Wajib

foak mengalami kesulitan likulditas schinggn mempengaruhi kelangsungan
psa AR

Pasal 79

| Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administras| sebagaimana

| dmaksud dalam Pasal 78 nyal (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

udak sedang dinjukan keberatan;

n disjukan keberatan, tetapl tidak dipertimbangkan;

i

wdak sedang dinjukan permohonan pengurangan atau pembatalan terhadap
SKPDKB/ SKPDKBT:

! (satu) permohonan untuk | (satu] SKPDKB [SKPDKBT;

permohonan harus dinjukan sccara tertulis dalam bahasa Indonesia;

sural permohonan ditandatangani cleh Wejib Pajak dan dalam hal surat
permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan
terscbut harus dilampiri dengan surat kuasa;

sanksi administrasi tersebut belum dibayar atau belum dilunasi oleh Wajib
Pajak; dan

. jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi

administrasi telah dilunasi oleh Wajib Pajak;

2 Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Parkir
schagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada
Bupari, dengan dilampiri :

=

[otokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam
hal dikuasakan;

. mengemukakan jumlah sanksi administrasl menurut Wajib Pajak dengan

disertai alasan;
dokumen pendulung lainnya.

(3] Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi schagaimana
dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1] diajukan paling lama 24 [dua puluh empat) bulan
scjak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak
dapai menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.

i4) Penyampaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:

secara langsung; atau
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. melalul pos atau jasa pengiriman tercatat,

R Tanggdl penerimaon sural yang dijadikan dasar uniuk memproses surat

permohonan sebagnimana dimaksud pada ayat (6] adalah :
a. toanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung
oleh Wajlb Pajak pada petugas Tempal Pelayanan DPPKAD; atau
b. tanggal sicmpel pos atau jasa penglriman tercatat, dalam hal surat
permohonan disampaiken melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
Pasal 8O

‘”Frrmﬂhﬂhnn pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Parkir
scboagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2), Kepala DPPKAD
menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.

(3 Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Parkir
sebagnimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) yang tidak memenubhi
persynratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2,
dianggap bukan scbagai surat permohonan schingga tidak dipertimbangkan.

(3) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan scbagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 5 (lima)
hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan
permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari,

[4) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
Pajak Parkir tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2,
Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenubhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 81

(1) Dalam rangka meneliti permochonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrast Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), Kepala
DPKAD dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperiukan
melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.

[2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.

Pasal 82

(1) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permochonan pengurangan atau
penghapusan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), Kepala DPPKAD
dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan
surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan
keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana discbut
dalam surat permintaan keterangan tambahan.
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“,.,rulil'ﬁ hol Wajib Pajak tidak memenuhi scbagian atau seluruh permintaan

- whagaimann  dimaksud pada syt (1) danjatau oyat (3), permohonan
prmbebasan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Parkir sebagaimana
gimnksud dalam Pasal 79 nyat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data,
mforminsl dan/atau keterangan yang ado atau yang diterima.

Pazal 83

uq&-tdnh dilnkukan penelitian sebagnimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1),
fupatl memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan
sanksi adminitrasi Pajak Parkir scbagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1)
dalam jungka waktu paling lama 2 {dua) bulan sejak tanggal surat permohonan
diterima.

() Reputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau
menolak permohonan Wajib Pajak,

'k_:aﬁwh'ﬂl Jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah

wrlampaui, tetapi Bupati tidak memberi suaty keputusan, permchonan

pengurangan atau penghapusan sanksl admistrasi Pajak Parkir dianggap

dikabulkan dan Bupati menerbitkan surat keputusan pengurangan atau

penghapusan sanksi admistrasi Pajak Parkir sesuai dengan permchonan Wajib

Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhimys jangka waktu scbagaimana

dimaksud pada ayart (1).

Pagal B4
format surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi Pajak
pariar, sural pengembalian permohonan pengurangan/penghapusan sanksi
\siministrasi Pajak Parkir, surat permintsan dokumen, data dan/atau informasi
galam rangka pemberian pengurangan/penghapusan sanksi administrasi Pajak
Parkir, surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka pemberian
. ipﬂﬂ'”ﬂﬂg&n.fpmghapusan ganksi administrasi Pajak Parkir dan Format Keputusan
:FT!"W’E Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Parkir, Keputusan Tentang
[

Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Parkir, tercantum dalam Lampiran X1 yang
| merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAE Xl
KEBERATAN DAN BANDING
Bagian Kesatu

Keberatan

Paszal 85
Wajib Pajak dapat mengajukan permchonan keberatan kepada Bupati atau Kepala
DPPKAD atas ketatspan pajak dalam SKPDKB/SKFDEBT/SKPDLB/SKPDN dan
3TPD Pajak Parkir,
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Panal Bo

peemohonan keberatan sebagaimann dimaksud dalam Pasal 85 harus memenuhi

perwvaratan sebagal beriku :

» Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesin, dengan disertai
slasan-alasan yang jelas:

b Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberaton atas keletapan pajak secara
abatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan
pajak tersebut;

¢ Sural permohonan keberatan dindatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal
permohonan  keberatan  dikuasaknn kepadn pihak lain  harus dengan
melampirkan surat kunsa;

4 1isatu) sural keberatan digjukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;

¢. Permohonan keberatan dinjukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila
Waji Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

{. Telah membayar paling sedikit sejumiah 50% dari jumlah pajak terutang.

= permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 disampaian
sooarn tertulis kepada Bupati atau Kepala DPPKAD dengan dilampiri:
a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam
hal dikuasakan;

b. fotokopi surat ketetapan pajak yang diajukan keberata,

¢. dokumen pendukung lainnya.

'z Permohonan keberatan sebegaimana dimaksud pada ayat (1) disjukan paling
| ama 3 (bulan) bulan sejak tanggal surat ketctapan pajak, kecuali apabila Wajib
| pajek dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi
| karena keadaan di luar kekuasaannya.

;:.q Penyampaian permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2
- dapat dilakukan:

a. secara langsung; atau

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat,
(5 Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah
a. tanggal terima surat dar] Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung
oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan DPPKAD; atau
b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat
permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
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Panal K7

vemsbonan keberamtan webagnimana dimaksud dalam Pasal 85 yang memenuhi
oowaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2], Kepala
AL memndaklanjutl dengan meneliti permohonan Walib Pajak.

« mermohonan keberatan sebaguimann dimaksud dalam Pasal 85 yang tidak
wemeniihi persyarmtan sebagnimana dimoaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat
1 dangggap bukan sebagsl sural permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.

s dalam hal permohonan keberaian tidak dopat diperiimbangkan sebagaimana
Smaksud pada ayvat (2], Kepala DPPRAD dolom jangka wakiu paling lama 5
comal han kerja sejak tangpal  diterimanyn sural | permohonan harus
sengrmbalkan permohonan kepads Wijib Pojok atau kuasanya disertai alasan
vang mendasar,

!..:u.u-n hal permohonan kebernton tidak deapat dipertimbangkan sebagaimana
domaksud pada ayay (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan
wemball sepanjang memenuhi persyaralan scbagaimana dimaksud dalam Pasal
& avat (1) dan ayan (2).

Pagnl &8

o1 Dalam rangka meneliti permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 87 ayat (1), Kepala DPPKAD dapal meminta dokumen, data, dan/atau
miormasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen,
data, dan/atou informasi,

21 Waph Pajak harus memenuhi permintaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.

% Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan keberatan sebagaimana
cimaksud pada aynt (1), Kepala DPPKAD dapat meminta keterangan tambahan
wepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintpan lketerangan
tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam
jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam sural permintaan
weterangan tambahan.

%) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan
schagaimana dimaksud pada ayal (1) dan/atau ayat (3], permohonan keberatan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 81 tetap diproses sesuai dengan dokumen,
data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 89

i1} Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1),
Bupall atau Kepala DPPKAD memberi keputusan atas permchonan keberatan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
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weputusan  sebagabmana dimaksud pada amyat (1) dapat berupa menerima
wOunYR, menerima nebagian ninu menolak permohonan Wajib Pajak.

o Al janghks winkiu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
el terlampai, ietapl Bupatl atou Kepals DPPKAD tidak memberi keputusan,
pevmshonan pembatalan dianggap diterima dan Bupat atau Kepala DPPKAD
menetbitkan sural keputusan keberatan sesuni dengan permohonan Wajib Pajak
palng lamia 3 (tign) bulan sejok berakhirmya jangka waktu secbagaimana
dumaksud pada nyat (1).

Pasal 90

;o Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Bupati atau Kepala DPPKAD
MAnus meminta Wajib Pajak untuk hadir guna memberikan keterangan atau
memperaleh penjelasan mengenal keberalan Wajib Pajak dengan menggunakan
Sunat Pemberitahuan Untuk Hadlr.
| Surat Pemberitahuan Untuk Hadie sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diampiri dengan Daftar Hasil Penelitian Keberatan.

% Pemberian keterangan dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Berita Acara.

&) Apabila Wajib Pajak tidak memanfaatkan kesempatan untuk hadir scbagaimana
dmaksud pada ayat (1):

a. dibual Berita Acara ketidakhadiran Wajib; dan

' b. proses keberatan tetap dapat diselesaikan.

' Pasal 91

.iWapb  Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan sepanjang Surat
Pemberitahuan Unwk Hadir belum disampaikan kepada Wajib Pajak.

7 Yang dimaksud dengan disampaikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh
Wajib Pajak.

T Wajib Pajak yang mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukan permohonan
pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar,

Pasal 92

‘i)Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2%
{dua persen) sebulan untuk paling lama 24 {dua puluh empat) bulan,

[2) Imbalan bunga scbagaimana dimaksud peda ayat (3) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitksnnya SKPDLE.

[3) Dalam hal pengajuan keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib
Pajak dikenai sanksi administratii berupa denda sebesar 50% (lima puluh
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et e esial pegak berdanaikan keputusan kebemian dikurangl dengan
e v i laly iy melselum mengaguban kebermian
ol el Wb Paiak mengajukan peomohonan banding, sankal admindatranif
v deda M (e pualiah persen) sebagnimana dimaksud pada nynt (3]
ah o e makagy
e bl permehonan banding ditelak atau dikebulkan sebaglan, Wajlb Pajok
sk mankes admunistratil berupa denda sebenar 100% [seratus persen) dari
il ek berdasarkan Natusan Banding dikurangl dengan pembayaran pajok
v weah dibavar sebelum mengajukan keberatan,
Panal 93
ot memberkan keputusan atas permininan keberatan yang pokok pajaknyn
i bavak dan RpS0 000.000,00 (Lima pulub Juta rupinh).
C Rl DPPRAD memberikan keputusan atas permintaan keberatan yang pokok
pcakrn pading banyak sampai RpS0.000,000,00 (Lima pulub juta ruplah),
Pannl 94
et vurat pengajuan keberatan, sural pengembalinn pengajunn keberatan, surat

emmsiaan dokumen, data. dan atau informasi dalam rangka keberatan, surat per-
wiean keterangan tambahan dalam rangka keberatan, Surat Pemberitnhuan Untuk

sl dan Format Keputusan Tentang Keberatan Pajak Parkir, tercantum dalam
campran X vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,
Bagian Kedua
Banding
Pasal 95
Wah Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan
Peak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan cleh Bupati atau
kepala DPPKAD.

2 Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
w=rtuls dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3
‘upga bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusen
scheraten terscbut.

“ Pesgajusn permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajek
sempal dengan | (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding,

BAE XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 96

I Wgjib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan

pembayaran Pajak Parkir kepada Kepala DPPKAD.
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o permehenan  pengembnlian sebagalmana dimakaud padn ayat (1) sekurangs

VTATERYA MeTaag

o Identitan Wadih Pajak atnu kuasanya apabila dikuasekan

b Nama dan alamat Wajll Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan

KPWPD,

d Masa pajak dan tahun pajuk;

¢ Perhitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

i Besamya juminh kelebihan pembayaran pajak; don

g. womor Rekening Bank Wajib Pnjak.
™ permohonan  pengembalinn  scbagaimana  dimaksud pada ayat (1) dilampin

dokumen ;

a fotocopy identitas Wajib Pojak atou fotokopi Identitas kuasa Wajib Pajak dalam

hal dikuasakan;

b fowokopi Surat Ketetnpan Pajak, Surnl Keputusan Keberatan, Putusan
Banding, Keputusan Peninjauan Kembali atau Surat Keputusan Pembetulan.
fotecopy B8P0 untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;

Sural Kuasa [npabila dikuasakan);
forokopi buku bank apabila pembayaran dilakukan melalui transfer bank
dengan memperlihatkan aslinya.

L

.43 Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara
gertulis paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat timbulnya kelebihan
pembayaran pajak.

Pasal 97
1) Penyampaian permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96
avat (1) dapat dilakukan:
4. secars langsung; atau
b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

(2} Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah :
a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung
oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan DPPKAD; atau
b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat
permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
Pasal 98

(1) Terhadap permohonan pengembalian yang memenuhi persyaratan sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dan ayat (3), Kepala DPPKAD menindak-
lanjuti dengan pemeriksaan permohonan Wajib Pajak.
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o permohonan pengembalian yang (idak memenuhl persyaratan scbagaimana
amakind dalam Pasal 96 ayal {2) dan ayat (3), dianggap bukan sebagai
permohonan pengembalian, sehingga tidak dapat dipertimbangkan,

(o el hal permohonan pengembalinn Udnk dapnt dipertimbangkan sebagaimana
kv pada nyat (2), Kepala DPPRAD dalam jangkn wakiu paling lama 5 (lima)
han ketja wejak tanggal diterimanyn sural permohonan harus mengembalikan
pertohonan kepada Wigib Pajak atau kuasanya disertal alasan yang mendasari,

i Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana
dumakaud pade ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permchonan

kembali sepanjang memenuhl persynratan scbagaimana dimaksud dalam Pasal
0 ayat () dan ayad (3).

Pasal 99

(i Pelaksanaan pemeriksnn sebogaimann dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) berpe-
doman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pemeriksaan Pajak Daerah.

» Apabila hasil pemeriksnan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata jumlah
kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak
vang terulang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharasnya
wrutang, selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan
diterima, Kepala DPPKAD menerbitkan SKPDLB,

E,F-ﬂplﬁlﬁ setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2} Kepala
DPPEAD tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam
wakmu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

4] Apabila SKPDLB terlambat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), maka kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga
schesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu
scbagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan saat diterbitkan Surat

| Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

= mcorwws

Paszal 100
Lok membayar pengembalian pajak atas SKPDLB scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 99 ayat (2), surat keputusan keberatan, putusan banding, surat keputusan
PEMEUrANEAN atau putusan lain yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak,
diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah.

Bagian Pertama
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pada Tahun Berjalan

Pazal 101
Berdasarkan SKPDLE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2] dan Surat
Feputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebapaimana
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combind dalam Panal 100, Kepala  DPPKAD menerbitkan 3PM  Pengembalian

.\---rd'l#'l-'lﬂl"l
Panal 102

o Perdasarkan 8PM Pengembalian Pendapatan dard Kepala DPPKAD sebagaimana
dimakaud dalam Panal 101, Kuasa BUD menerbltkan 8P20D.

2 huasa BUD menyampalkan P20 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Bank
untuk dilakukan pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak dan menyampaikan
rembusan 8P20D kepada fungsl akuntanst SKPD pada DPPKAD untuk dilakukan
yurnal koreku,

, 4 Pengembalian kelebihan pembayaran diperhitunghan darl kode rekening objek
pajak daerah yang bersangkutan,

Baglon Kedun
Pengembalion Kelebihan Pembayaran Pajok Tahun Sebelumnya
Pasal 103

1) Berdasarkan  SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dan
heputusan Pengembalinn Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 100, SKPKD memproses Keputusan Bupati tentang Penggunaan
Anggaran Belanjn Tidak Terdugas uniuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pajak Dacrah tahun sebelumnya.

(2 Keputlusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta berkas
permohonan gebagaimena dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dan ayat (3),
disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk diproses lebih
Janjut.

Pasal 104

i1} Berdasarkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76
Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-LS  kepada Kepala
DPPEAD.

(2) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPPKAD
selaku PPKD menerbitkan SPM-LS.

i3} Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kuasa BUD
menecrbitkan SP2D.

(4] Kuasa BUD menyampaikan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Bank
untuk dilakukan pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak dan menyampaikan
tembusan Sp2D kepada fungsi akuntansi SKPD pada DPPEAD untuk dilakukan
pencalatan jurnal Belanja Tidak Terduga.

i5) Pengembalian  kelebihan pembayaran Pajak Daerah tahun sebelumnya
dibebankan pada Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan peraturan
Perundang-undangan.

41

Dipindai dengan Cam5canner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Panal 105
ot pengembalion permohonan permohonan, forma Keputusan leniang
wen Pgak Daerah Lebih Dayar Pajak Parkic dan Kepulusan Pengembalian
grnhen Pembavaran Pajnk Parkic sertn format 8PP Pengembalion Pendapatan,
W Pengrmbalian Pendapatan dan 8P, tercantum dalam Lampiran XI1I yang
poiaioan bagian tidak werpisahkan darl Perntaran Bupatl inl,
| BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN
| Panal 106
ek untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsn seiclah melampaui jangka
waktu 5 (hma) twhun sejak saat terutangnyn Pajak, kecuall apabila Wajib Pajak
melakukan tindak picdana di bidang perpajakan Dacrah,
1: sedaluwarsa penagiban pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
AT DA

m e r—

= dieritkan Surat Teguran dan Surmt Paksa; atay
| b ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak
WhgsuUng.

¢ Jsiam hal diuerbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud
peda ayat (2) hurul a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal

| meovampaian Sural Paksa tersebut:

| & pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2]

i Suruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyalakan masih mempu-

| oyal utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Dacrah;

penpakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

2] hurul b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau

% §

! penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

| BAB XVI

I KETENTUAN PENUTUF

‘ Pasal 107
| B=acuran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
| kgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
| B dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

: Ditetapkan di Purwokerto
No[JABATAMIPARAE oo 1§ Sep 20
3 |Kobag Holum \$ ACHMAD HUSEIN
4 ffaoteemn | S|
' [ '42
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TSP PAJAK PARKIR

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

LAMPIRAN |

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR GO TAHUN 2014
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
PARKIR DI KABUPATEN BANAYUMAS

PEMERINTAN KABUPATEN BANYUMAS
Jntan Kabupaten Nomor | Telp, (0281) 637405

FURWOKERTO
55D
(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)
PAJAK PAKIR
etk O T T T TIITTT [ TTITIT11]
B0 I EnREEENEHEREE
- L L L LT L T T T L T ]
MO EEEERNEER T Er BRI EEEE
g Ve =
| o Telepont ST ] ELUTETEERT
o Pk [Jan ] [Feb ] [Mar | [Capr ] [(Mel] [Jun ]
Jul | [ Ass | [Sep | o] [Mop ] [(Des]
Pk :D:Dj
e Pembmyaran i [] SPIPD [] Heputusan Pembetulan
D SKEPDEE |:| Eeputusan Keberatan
[] sKPDKBT [] Keputusan Banding
[[] stD
s Pembayaran FETERANGAN JUHLH
POROK PAJAK p
DENDA/SANGSI Rp
JUMLAH Fip
TERBILANG :
BANK PENERIMA Sl 9-'51_“;1;;-_ ..................
TR T, [ EERNPE o
.-'I.-_-_

BUPATI BANYUMAS

ACHMAD Husﬂ'sqf
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LAMPIRAN NI

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR B0 TAHUN 2014
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
PARKIR DI KABUPATEN BANAYUMAS

| JEMAT SPTPD PAJAK PARKIR,
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH [SPTPD)
PAJAK PARKIR
| ’
Kepadn Yih
! Kepaln DPPEAD Knbupaten Banyumas
di
Il PURWOKERTD
L.-lmmam 5 0 ) Y O O U O R D O
I i e O 0 T O
| pama Usahia :ITII_]|IL|.|||I|I|I|||[||||[TJ
i CETTE A L TP ] )
e s LTI LTI ITIIIT I T ITITITTIT]
I PErEFEERERY LRGSR AN EER
i Telepon 3 B R 1 ] Y 5 )
s:ﬁzﬂ «[Jan_] [Fev ] [(War] [CApr | [(Mei] [Jun ]
Cdul | [Ase ] [Sep | [0kt ] [Nop | [Des]
v P (LI
I Data : [ ] Lampiran Tersendiri [[] Tidak Ada
Ehﬂdr :
| He___Jenis Parkic Taril [Rp)
___&Lklnh :
\ | 2__ Fodas Tigs
.3 . Roda Dua
lhunmhnﬂhﬂe;im:r: D Ya El Thdak
"
. Jemish Pembayaran Pajak Terhutang sampai
e FHJ'I-E u.tttumﬂj'-. :HF TRl LIT T
B Jumlah Pembayaran Pajak Terhutang untuk
|| Masa Pajak sekarang {dolumen terlampi)
5 Masa Pajak T L L
b ::rllﬂrl‘mtmann (Jumlah Pembayaran [ EP coverereeens s
bng
. Tarif Pajak (sesuai Perd 1 25%
2. Pajak Terutang (bxc) 9 R e e
P Jumbah Pembayaran Pajak Terh sampal
| sekarang (1+2) i T
|
&4
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e adan -TF““MWM“‘FE ‘nkibwt fermasuk sankal-aankal scaunl dengan
o perundang undangan yang berdaku, says alay yang sayn berl kuasa menystakan

‘-::n :l:: ielah beritahukan teraebul diatas besettn lampiran-lampiran adalah benar,
F

i

M

]

ATIAN

Harap dom dalam rangkap dumn (2} dengan hrul CETAK

Fen nomor pada kotak yang termedin untuk jawnban yang diberikan

Setelah dusi dan divanda tanganl, harap diserahknn kemball kepada Dinas Pendapatan,
Pengtiolaan Keuangan dan Asel Dacrah paling Iambat tanggnl 10 bulan berikutriya
brseriambatan Penverahan pada langgnl tersebul dinlas akan dilakukan jeguran kepada WF
&am apabila mash belum menyerahkan dokumen dalam 7 (ujuh) hari setelah Surat Teguran
perima akan duakukan penctapan secarn jabatan.

- —

BIIS] OLEH PETUGAS DPPKAD

——m

-

| oemea tanggal

g Jrles

en tangan

e

BUPATI BANYUMAS,

e AN

ACHMAD Hum“
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LAMPIRAN 111

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR GO TAHUN 2014
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
PARKIR DI KABUPATEN BANAYUMAS

AORMAT SKPDKB PAJAK PARKIR

| r e
? PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
) ' DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
i ! Jalan Kabupaten Nomor | Telp. [0281) 637405
i ' FURWOKERTD

1
ok

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
[SKFDKE) PAJAK PARKIR

e
-

T

=rgipsl Penerbitan
symaeal Jakuh Tempa:

. Berdasarkan Perdn Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah
Sakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewsfiban Wajlb Pajak :

T Nama e 8 5 I O O A

XPWFD - T T R
Alamal - ) O N O O T T L O B
.5 I 0 0 AT O 6 O W

: Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlsh yang masih harus dibayar adalah sebagai
berikut

1. | Pajak yang scharusnya terutang B v

2,  Pajak yang telah dibayar B

A | Pajak yang kurang dibayar (1-2) |
Rp

4, | Zankel administrasi
| Pengurangan atau penghapusan sanksi R
| admintstiratil

6. | Jumlah yang masih harus dibayar {3+4-5) R i s

FERHATIAN :

| Pembayaram atas pajak tensang dilakuken pads Benk yang 1efah ditunjuk dengan menggueakan Surs Setoran Pajak
. Deersh (SSPD)

- Apuhila SKPOKE ini ridak aten kureng dibayer setelah lewat jmh tempa, dikenson sanksl adminlstrasi berupa
bunga 1% (dua persen) per bulan.

e

Ditetapkan di Purwokerto
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SRMAT SKPDKDT PAJAK PARKIR

r' e e e e
|

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENOELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp, (0281) 637405

PURWOKERTO
1 k S S
1 SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
' (SKPDKIT) PAJAK PARKIR
I' =it O
N THp

senfasarkan Perda Enbupaten Banyamas Nomor | Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, tslah
b #labukan Pemveriknaan alnu Keternngan Laln aina pelaksanaan kewafiban Wajib Pajak :

Nama 5 0 i I O A O 0 T 0O O O
[NT2T 1Y i

H
NTWTD IENEREENENREEE

| 3 Serdssarian pemeriksann tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai
s
1
|
Pajak yang seharusnya terutang R i
z Pajak yang telah dibayar RE eprenegrasmieris
5 Pajak yang kurang dibayar (1-2) B e e
4 Sanksi administrasi AN
", Penpurangan atau penghapusan sanksi
[ 4 2 i HF P TSTTTIT ISI LT
&  Jumlsh yang masih harus dibayar [3+4-5) s YRR A R
B I o i e e ek s o S W e i ) s I
i';l'l'lﬂ'-'-'

| Pembayaran aBtas pajak terutang dilakukan pada Hank yang fielah  ditunjuk  dengan
mengrunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPO).

: Apshila SKPDEBT ini tidak atau kurang dibayer setelah bewat jatuh tempo paling lama 10

wesaluh) hari sejak SKPDKBT ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2%

fge pereen) per bulan,

|
| Ditetapkan di Purwokerto
'rl Pn.dﬂ [ﬂ.l:ggﬂ]||1lrrr-11lll--ll--l
KEPALA DPPEAD KABUPATEN BANYUMADS,
: NIP. .....

47

Dipindai dengan Cam5canner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

. FORMAT SKPDN PAJAK PARKIR

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
. siiines
i

Jalan Kabupaten Nomer | Telp, (0281) 837405
PURWOKERTD

BURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL
| (SEPDN) PAJAK PARKIR

- =
T

- Penerlitan &
=angaal Jatuh Tempo:

' & Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomeor | Tahun 2011 tentang Pajak Deerah, telah

| dilakukan Pemerikeann sins pelaksanaan kewsjibun Wajik Pajak -
L Nama EEEEEEENEENNEEEENENENEEE
| R vELLEd LR T
! Alamat
:__,___
g Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumiah yang masih harus dibayar adalah sebagal
berikuat -
1.  Pajak yang scharusnya terutang R asiiricmormesinma
"2, Pajak yang telah dibayar R i
3. Pajak yang kurang dibayar {1-3) A R
4, | Sanksi administrasi Rpnsinsinsins
"5 | Pengurmangen atau penghapusan sanksi Wb
| administratif
&. | Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5| L
Dengan Huruf ; ]
Ditetapkan di Purwolerto

KEPALA DFPEAD KABUPATEN BANYUMAS,

BUPATI BANYUMAS,

AL

ACHMAD HUSERY £
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LAMPIRAN v
PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 80 TAHUN Eralr-f
TENTANG

TATA CARA PEMUNCUTAN PAJAK
PARKIR D1 KABUPATEN BANAYUMAS

_GMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN,

]

PUrWORETID, ovvviesrcaersrvias
Kepada Yih

Kepaln DPPKAD Kabupaten Banyumas
di

Nama
KPWPD
Jabatan !
Alamat
Nomar Telepon
Bertindak selaku : Wajib Pajek/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :
Mama :
MNPWFD
Alamat i
bersama ini mengajukan permohonan pebetulan atas
Jenis surat
Nomor/Tanggal :
Jenis Pajak :
Masa Pajak il oo il e

Permohonan ptmb:tu!&n lersebut rlmjul-:m kaerena terdapat
kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan dalam
pwndang—undan:rm perpajakan’], yang mana dalam . severminnss PRjEK

sedanghkan menurut kami SehAMUSNFE & i

Parmaohonan tersebut didasarkesn pada alasan sebagai berikut :
2. i st

Demikian surat permohonan pembetulan kami sampaikan untuk
dapat diperiimbangkan.

Wajib Pejak/Kuasa Wajib Pajak,
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! cORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBETULAN,

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor | Telp. (0281) 637405
PURWOKERTO

Flum'rﬂ"-u| PHEHYERFH iRk 4
Kepads Yth

Pengembalian  permohonnn
pembetulan ketatapan Pajak

iy

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ....... tanggal .........
vang diterima tanggal ..........., perihal permohonan pembetulan
ketetapan Pajak Parkir, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan peneliian kami, surat Saudara tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ... ayat ..
Peraturan Bupati Banyumas Nomor ....... Tahun ... tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas, dengan
penjelasan sehagai berikut @
= A R IR P P T e —

[ o R RN EXP NSO R | | 3

2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai
dengan ketentuan Pasal ... ayat ....., Peraturan Bupati Banyumas
Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak
Parkir di Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat
mengajukan kembali permohonan pembetulan atas ... Pajak
Parkir setelah dapat memenuhi persyaratan,

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima
kasih.

KEPAL#A DPPEAD KABUPATEN BANYUMAS,
|1
Tembusan
! Bupati Banyumas, sebgai laporan;
! Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
¥ Inspektur Kabupaten Banyumas;
i, Arsip,

o0
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‘ pORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK PARKIR.

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENOELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp, (0281) 637405

FURWOEERTO
-~
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR ........... TAHUN ..........
TENTANG
PEMBETULAN .oiiivinicraibissassseiie PAJAK PARKIR

NOMOR .... TANGOAL .......

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

yenimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pembetulan yang diajukan
oleh Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak*) ... Nomer .....

Tanggal .... dan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan®] yang ditu-

angkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor .... Tanggal ....

permohonan pembetulan ............ Pajak Pakir Nomor .........

Tanggal .......... maka permohonan pembetulan dapat dikabulkan:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Pembetulan

Pajak Parkir Nomor ............ Tanggal ....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Dacrah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E) sebapaimana telah diubah dengan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ......... tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas.
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MEMUTUSKAN :
menctapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PEMBETULAN ...

PAJAK PARKIR NOMOR .......... TANGGAL ..........
PERTAMA @ Menerima permohonan pembetulan terhadap ....ooevis .. Pajak Parkir
Nomor ...... Tanggal ......., atas Wajib Pajalk :
Mama
NPWFD :
Alamat
KEDUA : Pembetulan scbagaimans dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu
sebagai berilout
Semula

Diperbaiki menjadi :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
FPada tanggal.........cccorvemmee
A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DPPEAD KABUPATEN BANYUMAS,

.......................................

Tembusan :

'1. Bupati Banyumas, sebagal laporan;

2, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;

4. Arsip,

22
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p. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK PARKIR
SECARA JABATAN.

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENOELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jninn Kabupaten Nomor | Telp, (0281] 637405
PURWOKERTD

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR ........... TAHUN ........
TENTANG
PEMBETULAN .............., PAJAK PARKIR NOMOR ......oc0ovo.. TANGGAL ccininaeee
SECARA JABATAN

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan®) terha-
dap ......... Pajak Parkir Nomor ........ Tanggal ......... yang dituang-
kan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ....... Tanggal .........
ternyata terdapat kekeliruan karena adanya salah tulis, salah
hitung, salah dalam menerapkan peraturan perundang-
undangan*) sehingga periu dilakukan pembetulan secara jabatan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
hurufl a, perlu menctapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Pembetulan
Pajak Parkir Nomor ......... tanggal ......... Secara Jabatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daersh Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomer 14 Seri Ej;

3. Peraturan Daerah Nomor | Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomer 1
Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas MNemor 9 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);
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4

‘"J.Mﬂmn :

SOUA

Tembusan :

4. Peraturan Bupail Banyumas Nomor ... Tahun ......... lentang Tala

Carn Pemungutan Pajak Parkir dl Kabupatien Banyumns,
MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENQELOLAAN
KEUANCOAN DAN ASET DAERAH TENTANC PEMBETULAN ......... ”
PAJAK PARKIR NOMOR ........ TANGOAL ..vvooe... SECARA JABATAN.
Membelulkan ... Pajuk Parkir Nomor ... Tanggal ....... , atas
Waglts Pajak 1
Namn !
NPWPD
Alamat
Pembetulan sebagaimann dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu
sebagai berikut
Semula :
Diperbaiki menjadi :

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentunn apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Diterapkan di Purwokerto
Pada tanggal.....cccoceieiinran
A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

MR ...

|. Bupati Banyumas, schagai laporan;
1. Sckretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
i Inspektur Kabupaten Banyumas;

i, Arsip,

Filih salah satu

BUPATI BANYUMAS,

Bl

ACHMAD HUE%
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LAMPIRAN v
PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR B0 TAHUN E.ﬂ:ul_{
TENTANG

TATA CARA PEMUNQUTAN PAJAK
PARKIR DI KABUPATEN BANAYUMAS

AIRMAT BURAT PERMONONAN PEMDATALAN KETETAPAN PAJAK PARKIR.
L]

Kepuda Yih
Kepaln DFFKAD Kabupaten Banyumas
o P, di
R PURWOKERTO
pr T Permwoho Pemb
el nan atnbin
£ Pajak Parkir,
Yang bertandatangan di abwah ini :
Nama g
NPWP
Jabatan
Alamat
Nomor Telepon
Bertindak selalou : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :
Mama !
NPWFD
Alamal
bersama ini mengajuban permohonan pebatalan atas ;
Jenis surat
Nomor/Tanggal :
Jenis Pajak
Masa Pajak v Bfd ..
Permohonan pemham]m l-:m:hur. dl-ﬂ;l.lkﬂ.ﬂ ]-r.sa:-:na kami
MENEAngEap .. cveees TUOMGT oo tAnppRl ... tidak benar atau
tidak uha.mm_',ra Iill'.Erhl.‘I;.kﬂn

Permohonan tersebut didasarkan pada alesan s=hagai berikut :

B e dst

Demikian surat permohonan pembatalan kami sampaikan untuk
dapat dipertimbanghkan.
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,
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4

= i

[

Fﬂgth BURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBATALAN KETETAPAN

# pAJAK PARKIR,

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Kabupaten Nomor | Telp. (0281) 637405
PURWOKERTO

Tembusan ;

Kepada Yth

Kepala DPPKAD Kabuoaten Banyumas
i
PURWOKERTOD

Pengembalian permohonan
_pembatalan Pajak Parldr,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ........ tangeal ......c.-

yang diterima tanggal ........,, ., perihal permchonan pembatalan
Pajak Parkir, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1.

Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ... AYBE .eoresees
Peraturan Bupati Banyumas Nomor ....... Tehun .... tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas, dengan
penjelasan sebagai berikut :
Bl isisasmmanvrenssiieaieng
Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai
dengan ketentuan Pasal ..... ayat ..., , Peraturan Bupati Banyumas
Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak
Parkir di Kabupaten Banyumas, dan Saudara masih dapat
mengajukan kembali permohonsn pembatalan atas ... Pajak
Parkir setelah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama BSaudara diucapkan terima

#

kasih.

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

I. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2 Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas,

4. Arsip,

b
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ORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA. DAN ATAU INFORMASI
uAH RANGKA PEMBATALAN PAJAK PARKIR.

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENOELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Knbupaten Nomor | Telp, (0281) 637405
PURWOKERTO

PUrWOKEELD, 1vvsrrsierssrrrsses

Kepada Yth
o SR e
i n EEESsEsmam I EA A PAAG P FRAFERAFA A A REY
:.'.,,qrm : di

r‘“‘l ! Permintaan dokumen, data
dan/atau informasi dalam
rangka pembatnian Pajak
Parkir,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ....... tanggal .........
perihal perchonan pembatalan Pajok Parkir, dengan ini Saudara
diminta untuk memberikan pembukuan atau catatan, dokumen yang
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data dan/atau infor-
masi, dalam bentuk hardeopy dan/atau softcopy, yang meliputi :

i .

r S
3. ... dst.
Pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi,

dalam bentuk hardeopy dan/atau softcopy, agar diberikan kepada
Nama -

Jabatan -
Tempat : DPPEAD Kabupaten Banyumas
Jl. Kabupaten Nomor | Purwokerto
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ind.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas, Saudara tidak
memberikan pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi,
dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, surat permohonan
pembatalan tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/fatau
informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

NIP. .....
Tembusan :
|. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
! Bekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
! Inspektur Kabupaten Banyumas;
i, Arsip,
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AT SURAT PERMINTAAN KETERANOAN TAMBAHAN DALAM RANGKA
Fﬂﬁ,mmn PAJAK PARKIR,

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Kabupaten Nomar | Telp, (0281) 637405
PURWOKERTD

-

PUrWOKETD, .ovrssssnssrsasins
Kepada Yth

o p
,5":}“ : Permintaan keterangan tam- '

bahan dalam rangka pemba-
talan Ketetapan Pajak Parkir,

e

EEdEdddid FRRdreddrEa e i e

Schubungan dengan surat Saudara Nomor ....... tanggal ........
ocrihal perchonan pembatalan atas ... Psjak Parkir

Nomor ... tanggal ..., dengan ini Saudara diminta untuk
memberikan keterangan tambahan dalam bentuk hardeopy dan/atau
softcopy, yang meliputi ;

1. i

-+ P

3. ...dst

Keterangan tambahan dalam bentuk hardeopy danjatau

softeopy, egar diberikan kepada :
Mama ;
Jabatan
Tempat : DPPEAD Kabupaten Banyumas
JL. Kabupaten Nemor 1 Purwokerto
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan,
permohonan pembatalan tetap diproses sesuai dengan dokumen,
data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.......................................

L Bupati Banyumas, sebgai laporan;

'L Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
L Inspekur Kabupaten Banyumas,

{ hﬁp‘

o8
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g. FORMAT KEFUTUSAN TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK PARKIR,

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
| DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jnlan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405
PURWOKERTO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDAPATAN, PENOELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR .......conee TAHUN .....poiiiine
TENTANG
PEMBATALAN .....coicvvnnmmenisnennens PAJAK PARKIR
NOMOR ......oonness TANGGAL .cviinnens

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pembatalan yang diajukan
oleh Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak*) MNomor .........

Tanggal ........... dan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan®] yang
dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor .......
Tanggal ........., maka permohonan pembatalan dapat disetujui;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Pembatalan
Pajak Parkir Nomor ...... Tanggal .......;

Mengingal : 1.Undang-Undang MNomor 13 Tehun 1950 tentang Fembentukan
Daerah-daerah EKabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;

2, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-polkok Pengelolaan Keuangon Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

3. Peraturan Daerash Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomer 1
Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nemor 9 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
I Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ([Lembaran Daerah

Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);
4., Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ......... ientang Tata
Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas,
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MEMUTLUSKAN: ¥
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KE-
UANOAN DAN ASET DAERAH TENTANG PEMBATALAN ....ommesn
PAJAK PARKIR NOMOR ............, TAMOGAL renine
I‘HHTHHA t Membatnlkan ............ Pajak Parkir Momor
ains Wajib Pajak
Mama
NPWPD
Alamat
(EDUA : Keputusan inl mulal berlaku pada tanggal ditetapkan, dengal
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliroan
akan dindakan ptmb::tulaﬁ, ul:hgﬁajmana, mestinya.,

Ditetapkan di Purwokerto

An. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

H1P,.uur---n--ll-ul---||..||.|..||.u“| (= LE L
Tembusan :
|. Bupati Banyumas, sebgai laporan;

1. Sekretaris Dacrah Kabupaten Banyumas,

1 Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.
f| Fillh salah satu
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" FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK PARKIR.

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405
PURWOKERTO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR ............ TAHUN ..o,
TENTANG
PEMBATALAN ..........cceeenere. PAJAK PARKIR NOMOR ............ TANGGAL .............
SECARA JABATAN

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

menimbang : a, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan®) terha-
(o1 o A Pajak Parkir Nomor ........ Tanggal ........ yang dituang-
kan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ....... Tanggal .........
maka perlu dilakukan pembatalan secara jabatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, periu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Pembetulan
Pajak Parkir Nomor ....... tangeal ....... Secara Jabatan;

Mengingal ; ], Upndang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dacrah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;
2. Peraturan Dacrah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E] sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Dacrah Kabupaten Banyumas Nomor
1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ......... tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas.

6l
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MEMUTUSKAN:

wﬂ,mpkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENOELOLAAN KE-
UANCAN DAN ASET DAERAH TENTANG PEMBATALAN ...cocaun.
PAJAK PARKIR NOMOR ... . TANGOAL
JABATAN,

PERTAMH ¢ Membatalkan ..... v PRjak Parkir Nomor i . Tanggal ...........
atas Wajib Pajak :
Nama
NPWPD
Alamat

LT

KEDUA i Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

An. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Tembusan :
. Bupati Banyumas, sebgai laporan,
1. Sekretaris Dacrah Kabupaten Banyumas;

1. Inspektur Kabupaten Banyumas;
i4. Arsip.

'| Pilih salah satu

BUPATI BANYUMAS,

o

ACHMAD HUSENRY #
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LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR &0 TAHUN 5*4?”-1
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
PARKIR DI KABUPATEN BANAYUMAS

. FORMAT SURAT TEQURAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Enbupaten Momor 1 Telp, (0281) 637405
PURWOKERTO

Tembusan :

Puraakerto, .........

P e o e P g e I{gpuda‘fth

TEZUPRN wovuiiimiiinnisinmin: di

Sehubungan dengan belum dilunasinya Pajak Parkir yang

terutang dalam .......... Nomor ...... Tanggal ......, hingea tanggal jatuh
tempe pembayaran, dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang Pajak Parkir :Rp ..

b. Sanksi administrasi

Jumlah :Rp.... i
Dimohon kepada Saudars agar melunasi utang Pajak Parkir
tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah
tanggal Surat Teguran ini. Bukti pelunasan apar disampaikan ke
Bidang Penagihan, Pelayanan dan Lain-lain Pendapatan (P2LF}
DPPEKAD Kabupaten Banyumas.

An. Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas

BRI v st

L. Bupati Banyumas, sebagai laparan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;

3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip,
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p. FORMAT SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENOELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp, (0281) 637405
PURWOKERTD

SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

[ 111 11| R R,

Berdasarkan Pasal 95 Peraturan Dacrah Kabupaten Banyumas Nemor |
gahun 2011 tentang Pajak Dacrah, dengan ini diperintahkan kepada :

Nama
XPWPD
Alamat :
untuk melunasi sekaligus atas tagihan scjumlah Bp ........ dengan rincian scbagai
berikut :
a. Piutang Pajak Parkir berdasarkan
b. Sanksi administrasi 25 o . I TR RP RPN
Jumlah R

Pelunasan paling lambat dilaksanakan pada tanggal ................. pada
Bank .......iserooo 8tAU ke Bendahara Penerimaan DPPKAD Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal.........cccocieeeie
A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

NIP. .........
Tembusan :

/1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;

2, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;

4. Arsip.
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¢. FORMAT SURAT PAKSA

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENQGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomaor | Telp. (0281) 637405

PURWOKERTD
J—
SURAT PAKSA
i 57755 L |

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Menimbang bahwa Penanggung Pajak :
Namn :

NPWPD 3
Alamat
menunggak utang Pajak Parkir sebagaimana tercantum dalam .......... Nomor .......
Tanggal ............ dan Surat Teguran Nomor ........ tanggal ........ dengan rincian
utang sebagai berikut:
a. Piutang Pajak Parkir berdasarkan
......................................... - 0 v IR
b. Sanksi administrasi T i
Jumlah Tagihan BB v v s v
Dengan ini:
1. Memerintahkan kepada Penanggung Pajak untuk melunasi seluruh tunggakan
utang Pajak Pakir scbesar Rp ... [.......) ditambah dengan biaya penagihan
sebesar Rp ... [ ), dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam

setelah tanggal Surat Paksa ini disampaikan.

2. Menyampaikan bukti pelunasan kepada Bidang Penagihan, Pelayanan dan Lain-
lain Pendapatan DFPKAD Kabupaten Banyumas;

3. Memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau
Jurusita lain yang ditunjuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk
melakukan penyitaan atas barang-barang milik Penanggung Pajak apabila dalam
waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa ini
disampaikan tidak dipenuhi.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal..........oceeeenens

KEPALA DPFKAD KABUPATEN BANYUMAS,

Tembusan : BUPATI BANYUMAS,
1, Bupati Banyumas, sebagai laporan;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Jurusita:
ACHMAD HUSE]N
3. ﬂrmp_ 'El‘}
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LAMPIRAN V11
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR GO TAHUN 2014

i! TENTANG

TATA CARA PEMUNQUTAN PAJAK
PARKIR DI KABUPATEN BANAYUMAS

ﬁm‘r SURAT TAGIAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

|
i
1 DINAS PENDAPATAN PENOELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

I Julan Kabupaten Nomar | Telp. (0281) 637405
| PURWOKERTO
| SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

(5TIFD)

Kepala Yth
'. Edr.. e b - A B A e e B s i B i
di
. Penerbitan
‘eynggal Jatuh Tempo:

| kan Perds Kabu rah, telah
|y Berdasar paten Banyumas Nomaor | Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,
| dlakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewnjiban Wajib Pajak :

Mama S TR T CEEE L
Algmal ’
PAPD e LT T LTI T I

§ Bedasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayer adalah sebagai
pesiicut -

1. Pajak yang kurang dibayar TP sremblsbriciiansi

2 Sanksi administrasi | LR

1 | Jumlah yang masih harus dibayar (1+2) B ket
PERHATIAN :

| Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank wang telah ditunjuk dengan
menpgunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

i Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewst jatuh tempo paling lama 10 {sepuluh)
hari gejak STPD ini diterbitkan dikenakan sanksi administratil berupa bunga 2% (dua persen)
Per bulan.

Kepala DPPK.AD Kabupaten Banyumas,

AR 1 vomrremm srr e srmesemsenms =
| |y

B
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LAMPIRAN Vil
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR GO TAHUN 2014
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
PARKIR DI KABUPATEN BANAYUMAS

" FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN.
PUrwolerlo, o eesessssiiis

Kepada Yih
Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas
womrr ‘ di
sl = PURWOKERTO
ﬁ:ﬁm . Permpohonan Pengurangonn
 Pajak Parkir, ...
Yang bertandatangan di abwah ini :
Mamna !
NPWP
Jabatan
Alamat
Nomor Telepon
Bertindak selaku : Wajib Pajal/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :
Maurma ;
NPWFD
Alamat

bersama ini mengajukan permohonan pengurangan atas :
Jenis surat

Nomeor/Tanggal
Jenis Pajak
Masa Pajak S AL I | e R Pt
Alasan permohonan pengurangan tersebul yaity :
2. eeens A8t
Berdasarkan hal tersebut di atas, perhitungan pajak yang masih
harus dibayar menurut kami adalah Bp ...ooeeeeen,
Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaika :
. pievees At
Demikian surat permohonan pengurangan kami sampaikan untuk
dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,
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r FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN.

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomer 1 Telp. [0281) 637405

PURWOKERTO
Purwokerio, ceesassreniis
Kepada Yth
yomd - s:ll:pﬂ.'ln DPPKAD Kabupaten Banyumas
f:l“m PURWOKERTO
perihal ¢ Pengembalinn permohonan

Pengurangan Pajak Parkir,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ........ tanggal -
yang diterima tanggal ............ , perihal permohonan pengurangan
Pajak Parkir, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ... ayal o
Peraturan Bupati Banyumas Nomor ....... Tahun .... tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas, dengan
penjelasan sebagai berikut :

B e S S R
PR VRPN . .. |

2. Dengan dumikjgln' gurat Saudara kami kembalikan dan sesuai
dengan ketentuan Pasal ..... ayat ... , Peraturan Bupati Banyumas
Nomor ....... Tahun ... tentang Tata Cars Pemungutan Pajak
Parkir di Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat
mengajukan permohonan pengurangan Pajak Parkir kembali
setelah dapat memenuhi persyaratan,

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima
kasih.

HEPALA DPFEAD KABUPATEN BANYUMAS,

Tembusan
L. Bupati Banyumas, sebgai laporan;

% Bekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;

% Inspektur Kabupaten Banyumas;
. Arsip,

B8
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¢, FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA. DAN ATAU INFORMASE
DALAM RANGKA PENGURANGAN PAJAK PARKIR,

PEMERINTAH KABUFATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405
PURWOKERTO

gomor

s di

\perihal ¢ Permintaan dokumen, data
dan/atau informasi dalam
rangka pengurangan Pajak
Parkir.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ........ tanggal ........
perihal perochonan pengurangan Pajak Parkir, dengan ini Saudara
diminta untuk memberikan pembukuan atau catatan, dokumen yang
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data dan/atau
informasi, dalam bentuk hardeopy dan/atau softcopy, yang meliputi ;
j FREN
- IR
3. ... dst.

Pembukuan atau pencatatan, data danfatau informasi,
dalam bentuk hardeopy dan/atau softcopy, agar diberikan kepada @
Nama :

Jabatan :
Temmpat : DPPKAD Kabupaten Banyumas
Jl. Kabupaten Nomor 1 Purwokerto
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak
memberikan pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi,
dalam bentuk hardcopy danfatau soficopy, surat permochonan
pengurangan tetap diproses sesual dengan dokumen, data, dan/atau
informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

NIP. covnrimrcnnapas
Tembusan :
l. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
-1 Sckretaris Daerah Kabupaten Banyumas;

+3 Inspektur Kabupaten Banyumas;
" Arsip,
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o FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA
PENGURANGAN PAJAK PARKIR,

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANCAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405
PURWOKERTO

PUPWORETIO, .ovpiirsrenseains
Kepada Yth

. BB
ampiran - di
perihal  © Permintaan keterangan tam-

bahan dalam rangka pengura-

ngan Pajak Parkir.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ....... tanggal .........
perihal perchonan pengurangan Pajak Parkir, dengan ini Saudara
diminta untuk memberikan keterangan tambahan dalam bentuk
hardecopy dan fatau softeopy, vang meliputi :

) IR

N s
3. ...dst

Keterangan tambahan dalam bentuk hardeopy dan/atau
softcopy, agar diberikan kepada :
Nama :
Jabatan
Tempat : DPPFKAD Kabupaten Banyumas

Jl. Kabupaten Nomor | Purwokerto

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan,
permochonan pengurangan tetap diproses sesuai dengan dokumen,
data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DPPEAD KABUPATEN BANYUMAS,

Tembusan :
|. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;

3 Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip,
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E. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGURANGAN PAJAK PARKIR

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405

PURWOKERTO
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR ............. TAHUN _............
TENTANG

PENGURANGAN PAJAK PARKIR

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pengurangan Pajak Parkir
yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak®)

Nomor ....... Tanggal ........ dan hasil pemeriksaan Kantor/
Lapangan*] yvang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
Nemor ........ Tanggal ..., maka permohonan pengurangan

Pajak Parkir dapat disetujug;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Pengurangan

Pajak Parkir;

Mengingal : 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dacrah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomar 14 Seri E);

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E) sebagaimanz telah diubah dengan dengan Peraturan
Daerah Kabupatén Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri BJ;
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enctapkan

ERTAMA

EDUA

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ......... tentang Tata
Cara Permungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas,
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENCELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PENGURANGAN PAJAK
PARKIR,
Mengnbulkan permohonan pengurangan Pajak Parkir terutang

dalam ..o «s NOMOF ...o000.. TANEEAL .........., Btas Wajib Pajak :
MNama

NPWPD :
Alamat
schesar ....% (.... persen).
Besarnya Pajak Parkir yang harus dibayar setelah pengurangan
sehagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagal
berikut ;
a. Pajak terutang dalam ... § RP i
b. Besarnya pengurangan (... % X RpRp ... RP.cmmmmmmi
c. Jumlah Pajak Parkir yang terutang setelah

pengurangan (a-b] 5 ) AR ———
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

NP, ..

Temusan disampaikan kepada :

L. Bupati Banyumas (sebagai laporan|;

2. Bekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas:

§. Arsip,

| Pilih salah satu

BUPATI BANYUMAS,

e —

ACHMAD Hus&m\*
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LAMPLRAN IX

PERATURAN BUPAT] BANYUMAS
NOMOR &0 TAHUN 200
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
PARKIR DI KABUPATEN BANAYUMAS

\ FORMAT SURAT PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK PARKIR.

oF Kepada Yth
it Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas
Lampiran di
perihal Permohonan  angsuranf PURW
penundaan®) pembayaren CKERID
ok Pahar,

Yang bertandatangan di abwah ini :
MNama :
NPWP
Jabatan
Alamat
Nomaor Telepon
Bertindak selalo : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajal: dari Wajib Pajak :
Nama 3
NPWPD
Alamat i
bersama ini mengajukan permohonan angsuran/penundasn®] pembayaran
Pajak Parkir, atas
Jenis surat : SKPDKB/SKFPDLE *) Pajak Parkir
Nomor/ Tanggal
Masa Pajak ST S R R LS
agar dapat diangsur ....... [.......) kalifditunda ...... Loseeces) DlEEY.
Permohonan tersebut didasarkan pada alasan sebagai berikout
- I 1
Demikian  sural  permohonan  angsuran/penundaan*)  kami
sampaikan unfuk dapal dipertimbanglkan.

Wajib Pajalk/Kuaza Wajib Pajak,
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r“

’ﬁ:lmlh'l‘ SURAT PENGEMBALIAN PERMOMHONAN ANOSURAN/PENUNDAAN
| PEMBAYARAN PAJAK PARKIR

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
| DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor | Telp. (0281) 637405
PURWOKERTO

-

Purwokerto, .useeesmannmn

Kepada ¥th
: Kepala DPPKAD Kabuoaten Banyumas
. B FURWOKERTD

B

Pengembalian permohonan
angsuran [ penundaan®)
.pembaynran Pajak Parkir.

Schubungan dengan surat Saudara nomar ........ tANEEAL «.ooooer
vang diterima tanggal ............, perihal permohonan angsuran/
penundaan®) pembayaran Pajak Parkir atas ........cccooe Pajak Parkir
BOMOT ...cccoshssins tanggal ............., dengan ini kami sampaikan bahwa:
1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi
ketentuan scbagaimana diatur dalam Pasal ... aFAL i
Peraturan Bupati Banyumas Nomeor ....... Tahun ... tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas, dengan
penjelasan sebagai berikut ;
Bl secsssamramsmsrrrsarsrsa i ran innains

2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai
dengan ketentuan Pasal ..., ayat ....., Peraturan Bupati Banyumas
MHomor ....... Tahun .... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak
Parkir di Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat
mengajukan permohonan pembetulan atas ... Pajak Parkir
kembali setclah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima

kasih.

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

Thhuan s MIP. cuvese
. Bupati Banyumas, sebgai laporan;

L Bekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;

¥ Inspektur Kabupaten Banyumas;

L] Arsip,

"Pilih salah saty
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¢ FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN MENGENAI PERUBAHAN SALDO UTANG
PAJAK PARKIR.

Purwokerto, ..o

Kepada Yih
#wﬂ' , E;:]JH.'H DPPEAD Kabuoaten Banyumas
;,mpnm ! PURWOKERTO
wrhal pemberitnhuan mengenai

perubahan salde utang
Pajak Parkir,

Sehubungan dengan adanya keputusan atas pengurangan/
pembetulan/keberatan/banding/ peninjauan kembali*) yang menye-
babkan adanya perubahan saldo utang Pajak Pakir, bersama ini
diberitahukkan kepada Saudara hal scbagal berikut :

1. Saldo utang Pajak Parkir setelah adanya keputusan tentang
pengangsuran berubah yang semula Rp ............ berubah menjadi

2. Dengan adanya perubahan saldo utang Pajak Parkir tersebut,
maka perlu melakukan perubahan terhadap keputusan tentang
pemberian angsuran pembayaran utang Pajak Parkir.

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal ..... ayat ... Peraturan Bupati
Banyumas nomor ... taghun... tentang Tatacara Pemungutan
Pajak Pakir, Saudara agar mengajukan usulan perubahan
pengangsuran pembayaran utang Pajak Parkir, dalam waktu
paling lama 3 (lima} hari setelah diterima surat pemberitahuan ini.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima
kasih.

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

?mhﬂﬂﬂ:

* Bupati Banyumas, sebgal laporan;

! Sckretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
: Inspektur Kabupaten Banyumas;

i -‘-l':l.ip.

'1Fiih salah satu
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pORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405

PURWOKERTQ
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR .............. TARUN
TENTANG

PENGANGEURAN PEMBAYARAN PAJAK PARKIR

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

s genimbang @ a. Bahwa  berdasarkan  surat permohonan  pengangsuran
pembayaran Pajak Parkir yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa
dari Wajib Pajak*) Nomor ...... Tanggal ...... dan hasil pemeriksaan
Kantor/Lapangan®) yang dituangkan dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan Nomor ... Tangeal ...... , maka permohonan
pengangsuran tersebut dapat disemujui;

b bahwa berdasarkan pertimbangan secbagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Pengangsuran
Pembayaran Pajak Parkir;

gmgingal : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E};

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E| scbagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9@ Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ([Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor ... Tahun ......... tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas,
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MEMUTUSKAN :

“,_..glnpkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PENGANGSURAN
PEMBAYARAN PAJAK PARKIR .

I.Egmm : Mengabulkan permohonan pengangsuran pembayaran Pajak Parkir
terutang dalam .......... Nomor ....... Tanggal ....... sebanyalk ...... kali.

I‘-E;[}Uﬁ ¢+ Sesuail dengan Diktum PERTAMA, besarnya angsuran ditetapkan
sebagai berikut :

1. Angsuran Pertama sebegsar — RP vovonnivssiennn
2. Angsuran Kedua sebesar 14 - FRRANENHI A
3. Angsuran Ketiga sebesar R sssitiianiiciciin
4. Angauran Keempat sebesar  Bp covveevvccinnnens
5. Angsuran Kelima sebesar BY: iieucirsmsains

GTIGA : Selama masa angsuran dikenakan sanksi administrasi sebesar 2%
setiap bulan yang dihitung dari sisa pajak terutang.

EEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikermudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal......ccsmmiissmmensisens
A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA DPPEAD KABUPATEN BANYUMAS,

by || R S
Temusan disampaikan kepada :

.. Bupati Banyumas (sebagai laporan);

1 Sekretaris Dacrah Kabupaten Ea_n}q_]mag;
1. Inspektur Kabupaten Banyumas;

¢ Arsip.

IPilih salah satu
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g FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PARKIR.

FEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp, (0281) 637405

PURWOKERTO
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR .............. TAHUN ............. |
TENTANG

PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PARKIR
KEPALA DINAS PENDAFPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

'ﬂnmba.ﬂg : & bahwa berdasarkan surag permuhnnan penundaan pembayaran
Pajak Parkir yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib
Pajak®] Nomor ... Tanggal ... dan hasil pemeriksaan Kantor/
Lapangan*] yang dituangkan dslam Laporan Hasil Pemeriksaan
Nomor ....... Tanggal ..., maka permohonan penundaan
pembayaran Pajak Parkir dapat disetujui;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah tentang Penundaan
Pembayaran Pajak Parkir;
Mengingal : 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E) scbagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomaor
1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah [Lembaran Daerah

Kabupaten Banyumas Tehun 2013 Nomor 1 Seri B;

B
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4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ......... tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

“mﬂmpknn: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PENUNDAAN
PEMBAYARAN PAJAK PARKIR.

FEHT""M‘“‘ : Mengabul permohonan penundaan pembayaran pembayaran Pajak

Parkir dalam ......... Nomor ........ Tanggal ........ selama ....... bulan.
;ED”"‘ : Sesuni dengan Diktum PERTAMA, batas waktu pembayaran
ditetapkan paling lambat tanggal ..........cocceeenee.
(ETGA ; Selama masa penundaan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2%

setiap bulan yang dihitung dari jumlah pajak terhutang.

(EMPAT @ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tangmal.....ccoeiimsmmismanns
A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

[y | |5 ———
femusan disampaikan kepada :

| Bupati Banyumas (sebagai laporan);

L Sckretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
! Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas;

| Inspektur Kabupaten Banyumas;

i Arsip,

1hilih salah saty.

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD I-I'USEW
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LAMPIRAN X
FERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 60 TAHUN Loty
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
PARKIR DI KABUPATEN BANAYUMAS

\ FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK PARKIR,

Kepada Yith
. Kepala DFFKAD Kabupaten Banyumas
Lamar ’ di
| st FURWOKERTO
umpiran
serihal : Permohonan pembebasan
, _Pajak Parkir, . ..
Yang bertandatangan di abwah ini:
MNama :
NFWF
Jabatan
Alamat
Nomor Telepan
Bertindak selalou : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :
Warma
MNPWEPD
Alarmat |
bersama ini mengajukan permohonan pembebasan atas :
Jenis surat
Nomor/Tanggal :
Jenis Pajak
Masa Pajak AONRIRCITIPRRTIERPO, 1 | - [N NTEI R Sy FRr AT
Alasan permohonan pembebasan tersebut yaitu
)
S |
Scbagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan :
1.
v A - | - {
Demikian surat permohonan pembebasan piutang Pajak Parkir
kami sampaikan untuk dapat dipertimbanglan.
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,
a0
b
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. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK
PARKIR.

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENOELOLAAN KEUANOAN DAN ASET DAERAH
Jalun Kabupaten Nomor | Telp. (0281) 637405

PURWOKERTOD
PUrsokerto, ..o
Kepada Yth
Nomor : Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas
F : di
S piran. PURWOKERTO
prrihal : Pengembalinn permohonan
_pembebasan Pajak Parkir,
Sehubungan dengan surat Baudara nomor ........ tanggal ........,
yang diterima tanggal ........., perihal permohonan pembebasan

Pajak Parkir, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ....... ayat ...
Peraturan Bupati Banyumas Nomor ....... Tahun .... tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas, dengan
penjelasan sebagai berikut :

L. | evsbierrbidbes tesnsrrasmansarrnansss) HOURE

2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai
dengan ketentuan Pasal ..... ayat .... , Peraturan Bupati Banyumas
Nomor ....... Tahun .., tentang Tata Cara Pemungutan Pajak
Parkir di Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat
mengajukan permohonan pembebasan Pajak Parkir kembali
setelah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara divcapkan terima
kasih.

KEPALA DPPEKAD KABUPATEN BANYUMAS,

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Tembusan :

l. Bupati Banyumas, sebgai laporan;

2. Bekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;

%, Arsip,
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RMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN
¢ FO « DATA. DAN ATAU INFORMASI
pALAM RANGKA PEMBEBASAN PAJAK PARKIR.

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DINAS PENDAPATAN PENCELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Kabupaten Nomor | Telp. (0281) 637405
PURWOKERTO

1
mﬂPim“
n-n‘hhl

T!lllllmlsl.n i

Purwolerto, ..oouinmsnen

Kepada Yth
Permintean dokumen, data
dan/atau informasi dalam
rangka pembebasan Pajak
Parkir. -
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ........ tanggal ........

perihal perchonan pembebasan Pajak Parkir, dengan ini Saudara
diminta untuk memberikan pembulkuan atau catatan, dokumen yang
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data danfatau
informasi, dalam bentuk hardeopy dan/atau softeopy, yang meliputi :
L s
.+ S
3. ... dst. |

Pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi,
dalam bentuk hardeopy dan/atau softeopy, agar diberikan kepada :
Nama :
Jabatan
Temmpat : DPPKAD Kabupaten Banyumas

JI. Kabupaten Nomor | Purwokerto -
ing lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya sural inl.,

P ﬁpnbilatdﬂlam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak
memberikan pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi,
dalam bentuk hardcopy danfatau softcopy, surat permohonan
pembebasan Pajak Parkir tetap diproses gesuai dengan dokumen,
data, dan/atau informasi yang ada. : _

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

N‘[P_ R T R LT TR T R L T T

| Bupati Banyumas, sebgai laparan;
:- Bekretaris Dacrah Kabupaten Banyumas,
Inspektur Kabupaten Banyumas;

LS ""lﬁp,
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rﬂ”'"'T SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM GHA

ﬁuamasﬂﬂ PAJAK PARKIR, "
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Kabupaten Nomer | Telp. (0281) 637405
PURWOKERTO

Purwodeerto, . evsisiinns:
Kepada Yth

BESSmanadd b FRERRERA R A I BB R BRd b A

‘l..mar : L N T T R T Y

yrhal ! Permintaan keterangan tam-
bahan dalam rongxa
pembebasan Pajak Parkir.

EnEERAdg-FEERA FRERAAFFEEdFR

Schubungan dengan surat Saudara Nomor ....... tanggal .........
perihal perohonan pembebasan Pajak Parkir, dengan ini Saudara
diminta untuk memberikan keterangan tambahan dalam bentuk
hardeopy dan/atau softcopy, yang meliputi :
| fogr i
-

3 ... dat.
Keterangan tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau
softcopy, agar diberikan kepada :
Nama :
Jabatan :
Tempat : DPPKAD Kabupaten Banyumas
Jl. Kabupaten Nomor 1 Purwokerto
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan,
permohonan pembebasan letap diproses sesuai dengan dokumen,
data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih,

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

“Thusan ;

 Bugati Banyumas, scbgai laporan;
" bekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
. ‘spekiur Kabupaten Banyumas;

b,
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‘ FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBEBASAN PAJAK PARKIR

PEMERINTAH KABUFATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor | Telp, (0281) 637405
FURWOKERTO

—
KEPUTUSAN
WEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR ........... Tahun
TENTANG

PEMBEBAESAN PAJAK PARKIR

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

pienimbang : a. bahwa berdasarkan Surat permohonan .... Nomer .... Tanggal ....
perihal Permohonan Pembebasan Pajak Parkir dan  hasil
pemeriksaan Kantor/Lapangan®) yang dituangkan dalam Laporan
Hasil Pemenksaan Nomor ... Tanggal ..., maka permohonan
pembebasan Pajak Parkir dapat dikabulkan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebapaimana dimaksud pada
hurul a, perlu menctapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tentang Pembebasan

Pajak Parkir;

‘mgingat  : |, Undang-Undang Nomor 13 Tshun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ;

2. Peraturan Daecrah Kabupaten Banyumas Nemor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

3. Peraturan Dacrah Nemor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E) scbagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan
Dacrah Kabupaten Banyumas Nomer 9 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor | Seri Bj;

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ......... tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas.
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MEMUTUSKAN :
!““Pkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PERSETUJUAN
PEMBEBASAN PAJAK PARKIR.

ﬁm.m : Membebaskan Pajak Parkir terutang yang tercantum dalam .............
L Nomor ......... Tanggal ...
,jﬂm : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tangeal........cccein,
A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA DPFPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

1 | ——
mbisan
Bupati Banyumas, sebagai laporan;
« Skretaris Dacrah Kabupaten Banyumas,
1. lnspektur Kabupaten Banyumas;
Arsip.
#h salah satu

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN
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LAMPIRAN X1
PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR B0 TAHUN -lﬂ"*r
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
PARKIR DI KABUPATEN BANAYUMAS.

FORMAT BURAT PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAFUSAN SANKE]
ADMINISTRAEI PAJAK PARKIR.

Purwokeria, .. cccoomn
: Kepada Yth
gepran Kepala DPFKAD Kabupaten Banyumas
~eual : Permohonan pengurangan| di
penghapusan sanksi admi- PURWOKERTO
_histrasi*) Pajak Parkir.
Yang bertandatangan di abwah ind :
Mama H
NPWP
Jabatan
Alamat
Nomeor Telepon  ©
Bertindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak
Nama ;
NFWPD
Alamat

bersama ini mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi
administrasi*) atas :
Jenis surat
Nemor |/ Tanggal
Jenis Pajak
Maga Pajak i P L | 11 P ———
Alasan permochonan pengurangan/penghapusan sanksi adminis-
trasi*) tersebut yaitu :
2 e dst
Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan :

- dst
Demikian surat permohonsan pengurangan/penghapusan sanksi
administrasi*] Pajak Parkir kami sampaikan untuk dapal dipertimbangkan.

Waiib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,
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@. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN
GANKS] ADMINISTRASI PAJAK PARKIR.

FEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomer | Telp, (0281} 637405
PURWOKERTO

PUrwolkerb, oo

Kepada Yth

Nomor : Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas

L] 1 di

Lam ! PURWOKERTO

perihal :  Pengembalian permohonan
pengurangan/penghapusan
sanksl administrasi®] Pojok
Parkir.

Sehubungan dengan surat Saudara NOMOT ... tanggal ......... yang
diterima tanggal .......ie, perihal permohonan pengurangan/penghapusan
sanksi administrasi*) Pajak Parkir, dengan ini kami sampaikan bahwa:

3. Berdasarkan penelitian kami, surat S8audara tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal ... &8l ... Peraturan Bupati
Banyumas Nomer ....... Tahun ..., tentang Tata Cara Pemungutan Pajak
Parkir di Kabupaten Banyumas, dengan penjelasan sebagai berikut :

B L bt et e i L e i ' L
o B A P AR S ELTERPRC S - || §

4. Dengan demikian, sural Saudara kami kembalikan dan sesual dengan
ketentuan Pasal ..... ayat .... , Peraturan Bupati Banyumas Nomor ...
Tahun .... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten
Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan permohonan
pengurangan/penghepusan sanks| administrasi*] Pajak Parkir kembali
setelah dapat memenuhi persyaratan,

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih,

KEPALA DFFEAD KABUFATEN BANYUMAS,

Tembusan :

L. Bupati Banyumas, sebgai laporan;

1 Bekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
1 Inspektur Kabupaten Banyumas;

I Filik salah saty

BY
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¢. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA. DAN ATAU INFORMASI
DALAM RANGKA PENGURANOAN/PENCGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRASI
PAJAK PARKIR,

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp, (0281) 637405
PURWOKERTO

Purwokerto, .....cocceeeveecnns
— Kepada Yih
slr‘l LLER L LE LR RN T
ampiran
perihal * Permintaan dokumen, data dan/ di
atau informasi dalam rangka pe-
ngurangan/penghapusan  sanksi
administrasi*) Pajak Parkir.

R LN T e T

Schubungan dengan surat Saudara Nemoer ........ tanggal ........
perihal perchonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi*)
Pajak Parkir, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan
pembukuan atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan
atau pencatatan, data dan/fatau informasi, dalam bentuk hardcopy
dan/atau soffcopy, yang meliputi :
 F—

(I
3. ... dst.

Pembukuan atau pencatatan, data danfatau informasi,
dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, agar diberikan kepada :
MNama :

Jabatan :
Temmpat : DPPKAD Kabupaten Banyumas
Jl. Kabupaten Nomor 1 Purwokerto
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini,

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak
memberikan pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi,
dalam bentuk hardeopy danfatau softeopy, surat permohonan
pengurangan,/ penghapusan sanksi administrasi*) Pajak Parkir tetap
diproses sesuai dengan dokumen, data dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucaplkan terima kasih.

KEPALA DPPEAD KABUPATEN BANYUMAS,

IR, oo ccvumnnmnsanis wovss smsmsasse
Hembusan ;
;I' Bupati Banyumas, sebgai laporan;
+2. Bekretaris Dacrah Kabupaten Banyumas;
- % Inspektur Kabupaten Banyumas;
i Arsip.
“ V1Filih galah saty
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[},FﬂRHAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA
pENGURANGAN /PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRAS! PAJAK PARKIR.

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DINAS PENDAFATAN PENOELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp, (0281) 5637405
PURWOKERTO

fomor

perihal

! Lh“blllﬂ'.rl :

mpiran

Purwokerto,
Kepada Yth
e
! Permintaan keterangan tambahan i

dalam rangka pengurangan/peng-

hapusan sanksi administrasi®)

Pajak Parkir. e

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ....... tanggal ...ouees

perihal perchonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi®)
Pajak Parkir, dengan inl Saudara diminta untuk memberikan
keterangan tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy,
yang meliputi :
B e
- P
3. ...dsb

Keterangan tambahan dalam bentuk hardeopy dan/atau
softcopy, agar diberikan kepada :
Nama :
Jabatan :
Tempat : DPPKAD Kabupaten Banmyumas

JI. Kabupaten Nomor 1 Purwokerto

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan,
permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi®) tetap
diproses sesuai dengan dokumen, data dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

|| | R

! Bupau Banyumas, sebgai laporan;
* . Bekretaris Dacrah Kabupaten Banyumas;
; l. Inspelctur Kabupaten Banyumas;

Arsjp,

B9
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; FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
pAJAK PARKIR,

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupalen Nomor 1 Telp. (0281) 637405

FURWOKERTO
—
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
MOMOR ......coiuviee TAHUN
TENTANG

PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK PARKIR

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

gnimbang : a.bahwa berdasarkan sural permohonan pengurangan sanksi
administrasi Pajak Parkir yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa

dari Wajib Pajak*] Nomor ....... . Tanggal ...ciiee dan hasil
pemeriksaan Kantor/Lapangan®) yang dituangkan dalam Laporan
Hasil Pemeriksaan Nomor ... Tanggal ......, permohonan

pengurangan Pajak Parkir dapat disetujui;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menectapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Pengurangan

Pajak Parkir;

‘lmgingal : |.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomeor 14 Seri E|;

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Dacrah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E) scbagaimana telah diubah dengan denpan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Womor ¢ Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daecrah Kabupaten Banyumas Nomor
1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);

a0
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4. Peraturan Bupati Banyumas Nemor .... Tahun ......... tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas.
MEMUTUSKAN :
wenetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENCELOLAAN
KEUANOAN DAN ASET DAERAH TENTANG PENGURANGAN PAJAK

PARKIR.

ERTAMA Mengabulkan permohonan pengurangan Pajak Parkir terutang
dalam ..oereeeees NOMOT ovvrerre TANEEAD (oovvieier, Alas Wajib Pajak :
Nama |
NPWFPD ;

Alamat :
scbesar ....% (... persen),

(EDUA . Besarnya Pajak Parkir yang harus dibayar sctelah pengurangan
sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai
berikut :

a. Pajak terutang dalam ... e LT R i s
b. Besarnya pengurangan i_ ...... ’ﬁ X Rp Rp 31 PO e
c. Jumlah Pajak Parkir yang terutang setelah
pengurangan (a-b) r BB i
ETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tangpal.........ococeeassesssansonss
A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

"musan disampaikan kepada :
\. Bupati Banyumas (sebagai laporan];
1 Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;

1 Inspektur Kabupaten Banyumas;
§ -Hrllp
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fORMAT KEPUTUBAN TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK
PARKIR.

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAFATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomas 1 Telp. (0281) 637405
PURWOKERTO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDAPATAN, FENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR .......... Tahun ...
TENTANG
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK PARKIR

| KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANOAN DAN ASET DAERAH,

penimbang : a. bahwa berdasarkan Surat permohonan ...... Nomor ... Tanggal ....
perihal Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak
Parkir dan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan®] yang dituang-
kan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ... Tanggal ...,
maka permohonan penghapusan sanksi administrasi Pajak Parkir
dapat disetujui;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tentang Penghapusan
Sanksi Administrasi Pajak Parkir;

Mengingat  : |, Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomoer 22 Tahun 2006

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Serl E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
1 Tahun 2011 tentang Pajak Dacrah (Lembaran Dacrah
Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);

o2
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Menetapkan

pRTAMA

KEDUA

fembusan

4, Peraturan Bupati Banyumas Nomor ..., Tahun ..o tentang Tata
Cara Pemungutan Pajnk Parkir di Knbupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

KEEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANOAN DAN ASET DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRAS] PAJAK PARKIR.

Menghapus Sanksi Administrasi berupa Bunga, Denda, Kenaikan
Pajak*) atas keterlambatan pembayaran Pajak Parkir yang
tercantum dalam ........ Nomor ....... Tanggal ....... i

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan pembetulan sebagnimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

*l. Bupati Banyumas, scbagali laporan;
il Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
il Inspekmur Kabupaten Banyumas;

¥. Arsip.

BUPATI BANYUMAS,

FA_

ACHMAD HUEBIM
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LAMPIRAN XI1

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR B8O Tanun iﬂl!-l
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
PARKIR DI KABUPATEN BANAYUMAS

A. FORMAT SURAT PENGQAJUAN KEBERATAN PAJAK PARKIR.

Nomer
sifat
lamptran
Perihal

Purmokerto, ...
Kepada Yth
Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas
di
PURWOKERTO
Pengajuan keberatan
Pajak Parkir,
Yang bertandatangan di abwah ini :
Nama :
NPWP
Jabatan i
Alamat
Nomor Telepon
Bertindak selalou : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :
Mama :
NPWFD
Alarnat
bersama ini mengajukan keberaton atas ;
Jenis suratl
Nomor fTanggal
Jenis Pajak
Masa Pajak i R R s e s e
Alasan keberatan yaitu :
Lo wiiaig
2 ......dst
Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan :
. .......dst

Demikian surat pengajuan keberatan kami sampaikan untuk dapat
dipertimbanghkan.

Wajib Pajalk/Kuasa Wajib Pajak,
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g. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK PARKIR.

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENCELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. [0281) 637405
PURWOEKERTO

Mamor
Sifmt
Lampiran
perihal

Tembusan :

AT T —

Kepada Yth

Hepala DFPKAD Kabupaten Banyumas
di

PURWOKERTO
Pengembalian pengajuan
_keberatan Pajak Parkir, |

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ........ tanggal .......
yang diterima tanggal ............ , perihal pengajuan keberatan Pajak
Parkir, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ....... BYRE . einenins
Peraturan Bupati Banyumas Nomaor ....... Tahun .... tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas, dengan
penjelasan sebagai berikut :

a.

s i A e S e e

2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai
dengan ketentuan Pasal ..... ayat ..., , Peraturan Bupati Banyumas
Nomor ....... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak
Parkir di Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat
mengajukan keberatan Pajak Parkir kembali setelah dapat
memenuhi persyaratan,

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima

kasih.

KEPALA DPPEAD KABUPATEN BANYUMAS,

l. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
% Inspektur Kabupaten Banyumas;

4. Arsip,

a5
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c. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN ATAU INFORMASI
DALAM RANGKA KEBERATAN PAJAK PARKIR.

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENOELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nemor | Telp. (0281) 637405
PURWOKERTO

Pl':mk':rtﬂ' Sdsaamnumd id FAEIETE
Kepadna Yth

Nomor
ﬁI‘l PRI LN DR EE FRE P U B R RN P pE AN rR TS
lampiran : di

perihal ! Permintaan dokumen, data

dan/atau informasi dalam
rangkn keberatan Pajak
Parkir. .

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ........ tanggal ........
perihal pengajuan keberatan Pajak Parkir, dengan ini Saudara
diminta untuk memberikan pembukuan atau catatan, dokumen yang
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data dan/atau
informasi, dalam bentuk hardeopy dan/atau softcopy, yang meliputi :
| -

SR
3. .. dst.

Pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi,
dalam bentuk hardeopy dan/atau softeopy, agar diberikan kepada :
Nama -

Jabatan g
Temmpat : DFPKAD Kabupaten Banyumas
Jl. Kabupaten Nomeor | Purwokerto
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak
memberikan pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi,
dalam bentuk hardeopy dan/atau  soficopy, surat pengajuan
keberatan Pajak Parkir tetap diproses sesual dengan dokumen, data,
dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DPPEAD KABUPATEN BANYUMAS,

Tembusan :
L. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;

3 Inspektur Kabupaten Banyumas;
% Arsip.
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p. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA
KEBERATAN PAJAK PARKIR.

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405
PURWOKERTO

Purwokerto, ......cocevneienn.
Kepada Yth

N = SRR
Lampiran di
perihal ! Permintaan keterangan
tambahan dalam rangka
keberatan Pajak Parkir,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ....... tanggal ...
perihal pengajuan keberatan Pajak Parkir, dengan ini Saudara
diminta untuk memberikan keterangan tambahan dalam bentuk
hardcopy dan/atau softcopy, yang meliputi
Ii i
2
3. ... dst.

Keterangan tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau
softcopy, agar diberikan kepada :
Mama ;
Jabatan :
Tempat : DPPKAD Kabupaten Banyumas
JI. Kabupaten Nomor 1 Purwokerto
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan,
pengajuan keberatan tetap diproses sesuai dengan dokumen, data,
dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

I Tembusan :

L. Bupati Banyumas, sebgai laporan;

L Bekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
! Inspektur Kabupaten Banyumas;

1. Arsip.
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£ FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK HADIR,

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENOELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor | Telp, (0281) 637405

PURWOKERTO
Purwokertd, coicoeecimsins
Kepada Yth
somor ! e Al
Sifat :
ampiran di
mershal ! Pemberitahuan untuk

hadir.

Sehubungan dengan telah  dilakukannya  penelitian
berdasarkan Surat Tugas Penelitian Keberatan nomer..... tanggal .....
bersama ini disampaikan daftar hasil penelitian keberatan
schagaimana terlamoir.

Mengingat hasil penelitian keberatan berkaitan dengan
kewajiban pajak yang harus dilaksanakan, Saudara diberi
kesempatan untuk menanggapi secara tertulis sesuai formulir
terlampir disertai dengan data, bukti, dan dokumen pendukung
dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat
ini, dan diharapkan kehadiran Saudara guna memberikan
keterangan atau memperoleh penjelasan pada :

Hari/tanggal
Waktu :
Tempat : DPPKAD Kabupaten Banyumas
Jl. Kabupaten Nomor 1 Purwokerto
Keperluan : menemuhi e,

Perlu kami ingatkan, apabila Saudara tidak hadir pada waktu
vang telah ditentukan, keberatan Saudara akan diselesaikan tanpa

menunggu kehadiran Saudara.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

NIP- pafsdnEnped bEd pna R Rl Bd PARAFAS

Yembusan :
* Bupati Banyumas, sebgai laporan;
¢ Bekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
* Inspektur Kabupaten Banyumas;
4.3
- Arsip,
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PEMBERITAHUAN DAFTAR HASIL PENELITIAN KEBERATAN

Nomaor : Tanggnl :
— ALAGAN DITCLARIDIT EFMA
recbiidiod WEBERATAN WANE PAJAK
wity, VANG DISENGKETAMAN we PEMERMSA PENELITI TERMADAP KORERS
- PEMERIKSAN DALAM PROSES
- Rp fip Rp KEBERATAN
| 2 3 4 s

Mengetahui ;

Ketua Tim

HIP

Tim Peneliti

[TRELEL]

Penelaah Keberatan

NIP

NIP
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§, FORMAT KEPUTUSAN TENTANG KEBERATAN PAJAK PARKIR

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor | Telp, (0281) 637405

FURWOKERTO
-
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR ........... Tahun ........
TENTANG
KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS ..............cco0o0e.. PAJAK PARKIR

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

|Menimbang : a&. bahwa berdasarkan Surat permohonan .... MNomer .... Tanggal ....
perihal pengajuan keberatan Pajak Parkir dan hasil pemeriksaan

Kantor/Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan Nomor .... Tanggal ...., maka pengajuan keberatan

Pajak Parkir dapat dikabulkan,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tentang Keberatan Pajak

Parkir;

léengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daecrah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Dacrah

(Lembaran Dacrah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nemor 1
Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Neomor 9 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);
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Hm:mpkan :

rmTﬁTﬁ-‘lﬂ

KEDUA =

KETIGA

Tembusan :

4, Pernturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ......... tentang Tata

Cara Pemunguion Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas.
MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENQELOLAAN

KEUANCAN DAN ASET DAERAH TENTANG KEBERATAN PAJAK

PARKIR.

Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak®) keberatan

Whajib Pajak atau menambah besarnya pajak yang masih harus

dibayar dalam .............., yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak

dengan SUratnya nomor........... tanggal ..o

Dengan perician sebagal berikut :

Semula B i s v
Ditambah /dikurangi B Gl s
Menjadi Rp....

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal............coccues
A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;

i. Arsip,

I Pilih salah satu

BUPATI BANYUMAS,

SN

ACHMAD HUS

101

Dipindai dengan Cam5canner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

LAMPIRAN XINl

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR B0 TAHUN 2014
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
PARKIR DI KABUPATEN BANAYUMAS

\ FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

PAJAK PARKIR.
Purwokerio, woe.
E:,, : Kepada Yth
: a DFF
pepiren i E:-‘F“J KAD Kabupaten Banyumas
erthal *  Permohonan pengembalian PURWOKERTO
Yang bertandatangan di abwah ini :
Namn :
NFWP
Jabatan
Alamat
MNomor Telepon
Bertindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak
MNama ;
NPWFD
Alamat
bersama ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak atas ;
Jenis surat 4
Nomor/Tanggal :
Jenis Pajak x
Masa Pajak TR o 8fd

Memurut perh:lmngzm Lcan'u pajak VANE ::hmum]m :hba]rar adalah
scbesar Rp..........., dengan perhitungan sebagai berilaut :
- B - |
Dengan demikian terdapat kelebihen pembayaran Pajak Parkir schesar

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampailan :

2. . dat
ﬂ:m:l-uan surat permohonan permohonan pengembalian kglehmm
pembayaran pajak kami sampaikan untuk dapat dipertimbanglan,

Wajib Pajak,/Kuasa Wajib Pajak,
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3, FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK PARKIR.

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405
PURWOKERTQ

Kepada ¥th
Kepala DPFEAD Kabupaten Banyumas

H

i 4 di
.ﬂ i ? FURWOKERTO
! Pengembalian permohonan
pengembalian  kelebihan
pembayaran Pajak Parkir.

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ........ tanggal .........
yang diterima tanggal ........., perihal permehonan pengembalian Iu:ln-
bihan pembayaran Pﬂjak Parlnr. dengan ini kami sampaikan bahwa;:
1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara btdak memenuhi
ketentuan scbagaimana diatur dalam Pasal ... ayat ...
Peraturan Bupatl Banyumas Nomor ....... Tahun ... tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas, dengan
penjelasan sebagai berikut :
- N
¢, P S A Ry S o G dst

2. Dengan demikian, surat Baudara kami kembalikan dan scsuai
dengan ketentuan Pasal ..... ayat .... , Peraturan Bupati Banyumas
Nomor ....... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak
Parkir di HKabupaten Banyumas, Saudara masih dapat
mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
Pajak Parkir, kembali setelah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima

kasih.

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

NIP. .....

"."Jhunn :
' Bupati Banyumas, sebgai laporan;
*Bekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
Tlitm:!n:fcur Kabupaten Banyumas;
" Arsip,
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¢c. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA. DAN ATAU INFORMASI
DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PARKIR.

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nemor | Telp. (0281) 637405
PURWOKERTO

Purwokerto, ...cooocinnnnns
Kepada Yth

umpﬂ‘ll'l 5 d-i

ferihal ! Permintaan  dokumen, data
danfatau  informasi dalam
rangka pengembalian kelebihan

pembayaran Pajak Parkir,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ........ tanggal ...
perihal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
Parkir, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan pembulkuan
atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk hardeopy
dan/atau softcopy, yang meliputi :

SR
e - ik

3. ... dst
Pembukuan atau pencatatan, data danfatsu informasi,

dalam bentuk hardeopy dan/atau softcopy, agar diberikan kepada :
Nama i
Jabatan

Temmpat : DPPKAD Kabupaten Banmyumas
JI. Kabupaten Nomor 1 Purwokerto

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak
memberikan pembukuan atau pencatatan, data danfatau informasi,
dalam bentuk hardeopy danfatau softcopy, surat permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Parkir tetap diproses
sesual dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih,

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

I“"h"lan ;

) Bupaij Banyumas, sebgai laporan;

y Sekretaris Dacrah Kabupaten Banyumas;
¢ Mspektur Kabupaten Banyumas;

- Arsip,
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p. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEM-BAYARAN PAJAK PARKIR.

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405

PURWOKERTO
— s
Purwokerto,
Kepada Yth
weor  x eleeneclodimisacia
ﬁhl 3 TrrrrEaTres
| lampiran i
| Perihal ! Permintaan keterangan

tambahan dalam rangka
pengembalian  kelebihan
pembayaran Pajak Parkir,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ....... tanggal .........
perihal permohonan pengembalian kelebthan pembayaran Pajak
Parkir, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan keterangan
tambahan dalam bentuk hardeopy dan fatau softcopy, yang meliputi :
R
¢ SR
3. ..dsL

Keterangan tambahan dalam bentuk hardeopy dan/atau
softcopy, agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan
Tempat : DPPKAD Kabupaten Banyumas
J1. Kabupaten Nomor 1 Purwokerto
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan,
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Parkir tetap
diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang

ada.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih,

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

NIP, oo
tm‘hn“ﬂ =
. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
! Bekretaris Dacrah Kabupaten Banyumas;
:" Inspektur Kabupaten Banyumas;
 Arsip,
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g. FORMAT SKPDLB PAJAK PARKIR,

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Momar | Telp. [0281) 637405
PURWOKERTOD

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR
(SKEPDLE) PAJAK PARKIR

e

b
tangeal Penerbitan @
tengeal Jatuh Tempo:

\ Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, tetah
dilabukan pemeriksann atas pelaksanaan kewa|iban Wajib Pajak ;

Nama AR RN RN
NPWPD eLI LI PTTTTILL]
Alamat i

i

g Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah kelebihan bayar adalah sebagai berikut ;

1. | Pajak yvang tetah dibayar Rp
2 | Pajak yang scharusnya terutang Hp
3| Pajak yang lebih dibayar (1-2) Rp
4 | Sanksi administrus: Rp
5 Fu:;umnmm atau penghapusan sanksi Rp
_ = | administratil
6 l-.I‘1.I|!|'|.lll'l kelebihan bayar [3-445) Rp
IOCHERIY. BHURTUNT T 5w i v im0 e i S A 3 SR B

FERHATIAN :
*emgembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan
=enggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKF).

Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas,

BRI . o cisviniins s rmanar s
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F. ;E::E:;T KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENOELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaien Nomor | Telp, [281) 637405
PURWOKERTO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR ....... TAHUN ......
TENTANG
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PARKIR

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar
Nomor ..... Tahun .........., perlu menetaplkan Keputusan Kepala
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tentang
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Parkir;
Mengingar |, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomaor 14 Serd E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E] sebagaimana ielah diubah dengan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor © Tghun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B};

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ......... tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas.
MEMUTUSKAN :

Ill"“""‘lﬂlpImn: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PARKIR,
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LEDUA

RETIOA

TEsbusan -

: Mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak Parkir yang scharusnya

tidak terutang kepadn waojib pajok :

PR 1 siisnanraius iransmnsannmsiiugssnsisisany s

Alamal o SEesTaR R R A SRR

Sesunl dengan keputusan scbagnimann dimaksud pada diktum
PERTAMA, maka besarnya Pajak Parkir yang dikembalikan adalah
sebenar BD i Diviossimsiaismismssiiaaisiissssing

Keputusan ini mulai berloku pada tninggal ditetapkan, dengan
kelentuan apabila dikemudian hori ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal ..

A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DPPEKAD KABUPATEN BANYUMAS,

- Bupati Banyumas, sebagai laporan

- Beieretaris Daerah Kabupaten Banyumas

- lnspelcrur Kabupaten Banyumas

¢ Erpala Bidang Perbendaharaan DPPKAD Kabupaten Banyumas

]

« Arsip,

" Pl salah satu.
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G. BENTUK DAN 18] SPP PENGEMBALIAN PENDAPATAN

FEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANOAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405

PURWOKERTO
—
SURAT PERMINTAAN FEMBAYARAN
PENGEMBALIAN PENDAPATAN
No. 8PP L g
EepadaYth,
pengguna Anggaran/Kuasa Pengpuna Angparan
s ¢ R SRS RER
D Tempat

Bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan PembayaranPengembalian
Pendapatan sebagai berikout:

a. Tahun Anggaran diterimanya
pendapatan

b. Untuk Keperluan T —
c. Nama Bendahara Pengeluaran
d. Jumlah Pembayaran yang diminta B s i A b T
(bErblAng: .o e ]

e. Penerima

a. Nama

b. No. Rekening Bank O R

¢. Nama Bank S e e e

I. Rencana Penggunaan:
No. Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

KOO0 MM MMM E - | s

| Terbilang: ...........cooeeeemmmanseresessnncess

Bendahara Pengeluaran

NIP, weoevrrsaeeeresein
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. BENTUK DAN 151 SPM PENGEMBALIAN PENDAPATAN

—-—._-_

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor | Telp. [0281) 637205
PURWOKERTO
—

SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (LS)
PENGEMBALIAN PENDAPATAN

e
guizd Bendohara Umum Dasrah Pemerintoh Kabupatsn Banyemes supaye menerhitkan SP20 pengembalian
pendapatnn U e RE PR A

WD I s pee i e s i s PR B FEFEE A LS o e v

No. 3PM i o e AL

| yama Bank P ciat P it R

“pembebaran Pada Kodde Rekening:

EodeRekening Lirniam Jumlah [Rp)
L O, Y M
Jumkah
Jlemlah EPP Pengembalian Pendapatan yang diMinin | o s s
L et sgs st )
by,

110

Dipindai dengan Cam5canner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

;. BENTUK DAN 151 SP2D PENGEMBALIAN PENDAPATAN

8

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENCELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Knbupaten Nomor | Telp. (0281) 637405
PURWOKERTO

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

e BPM | esskimaeesassssasiiiasi Dhard
skFD A syt Tanggnl |
Tahun AREROTEN | cescsmmmummnmeesianii
Renk
dendaklah mencatrian/memindahbukulman dori bekd Relening Bomor .....ocommeescmmrnsasssess g
e Y O L S B e ]
rpada
%2 RekeningBank
REmABENE 000 1 ssnesesesecesemsmrmsessmm e s
EepetuanUBIOK @ s
Ha. HodeRekening Uraian Jumlah (Rpj
ER T s - S I - e -
Jumiah
JemishSPFI0 vang dibayarkan L .
Cengeejurmlah 3 e e e e s s |
irmbar i: Bank yang Ditunjuk L
lembar 2: Pengguns AnggaranfKuass Pengguna AngEarsn Kuasa Bendahara Umiam Dasrah
bembar 3: ArsipKuasa BUD
lembar 4: Bendahara /Pihak Ketiga® === s
| 1 R
— ol
BUPATI BANYUMAS,
ACHMAD Huw
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